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Selama tahun 2019, Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) memiliki 

banyak capaian di antaranya terpenuhinya target 

300.000 Petani dan Nelayan Go Online dengan 

jumlah 151.324 Petani (100.88%) dan 151.018 

Nelayan Go Online (100.68%.) Program ini bertu-

juan untuk memberikan solusi permasalahan di 

sektor pertanian dan perikanan dengan 

pemanfaatan aplikasi yang tepat untuk 

menunjang pengusahaan petani dan nelayan 

serta kinerja sektor pertanian dan perikanan. 

Selain itu, dari sisi peningkatan ekonomi digital di 

masyarakat, Ditjen Aptika juga telah 

meng-online-kan 39.233 UMKM di 20 Kabupaten/ 

Kota dan 120 Pasar Rakyat dalam rangka 

meningkatkan awareness pentingnya 

pemanfaatan TIK bagi UMKM.

Prestasi Aptika yang tak kalah penting adalah 

kesuksesan mencapai 456 tim technopreneur 

yang terdiri dari 171 Startup Weekend Indonesia, 

177 Startup Digital dan 108 startup kerjasama 

dengan mitra dalam rangka mendorong aktivasi 

e-commerce di Indonesia. Aptika juga berhasil 

melakukan literasi digital bagi masyarakat 

dengan total 36.235 peserta, dan menerbitkan 

10 buku serta 3 video dengan berkolaborasi 

Jakarta, 15 Juni 2020

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika,

Semuel A Pangerapan

KATA PENGANTAR
dengan 106 mitra strategis. Dalam hal fasilitasi 

pengembangan karya TIK anak bangsa, Aptika 

juga memiliki capaian 30 karya TIK dan 125 

prototipe Internet Of Things yang tersebar di 

beberapa kota di Indonesia.  

Dari sisi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, 

tahun 2019 Aptika telah mencapai 3 (tiga) PSrE 

yang telah lulus audit dan mendapatkan status 

pengakuan  tersertifikasi di antaranya PT Privy 

Identitas Digital, Perusahaan Umum Percetakan 

Uang Republik Indonesia dan PT Indonesia 

Dig i ta l  Ident i ty.  Apt ika juga member ikan 

pengakuan terdaftar kepada 3 PSrE seperti 

BSSN, PT Solusi Net Internusa dan BPPT. Aptika 

juga telah mensahkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dari sisi layanan aplikasi pemerintahan, Aptika 

telah menyelesaikan pemanfaatan dan 

penggunaan aplikasi perijinan SiCantik Cloud 

oleh Pemerintah Daerah sejumlah 109 Pemda. 

Selain itu, Aptika pun telah merampungkan 

evaluasi implementasi smart city tahap 1 dan 2 

bagi 75 kota / kabupaten yang terpilih pada 

periode 2017-2018 serta pelaksanaan  

assessment pada 112 kota/kabupaten dalam 

rangka pemilihan 25 kota/kab pada periode 

2019.

Sebagai penutup, dalam setahun terakhir Aptika 

telah menangani 201.315 laporan konten negatif 

yang terdiri dari pornografi, perjudian, terorisme, 

SARA, hoaks, dan lain-lain. Monitoring & evaluasi 

sistem pemblokiran konten negatif telah 

dilakukan di 14 Provinsi di Indonesia. 
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Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara 

membandingkan antara kinerja yang terjadi 

dengan kinerja yang diharapkan berdasarkan 

target yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian 

kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja 

tersebut akan memberikan jawaban terhadap 

keberhas i lan D i rektorat  Jendera l  Ap l ikasi 

IKHTISAR EKSEKUTIF

Informatika (Ditjen Aptika) dalam pengembangan 

ekosistem dan tata kelola Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK) yang mendukung fokus 

pembangunan nasional. Adapun capaian kinerja 

Ditjen Aptika tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:

No IKK Target Pagu Realisasi
Target Realisasi %

1

2

7.827.000.000 39.233

UMKM

Go Online

  7.246.543.081

 

93%Persentase (%) 

Digitalisasi 

Sektor-Sektor 

Prioritas Nasional dari 

Target yang 

ditetapkan (UMKM 

Go Online)

250.000 UMKM 

Go Online

4.922.600.000 4.869.989.834 99%Persentase (%) 

Digitalisasi 

Sektor-Sektor 

Prioritas Nasional dari 

Target yang 

Ditetapkan (Petani & 

Nelayan Go Online)

Petani 151.324 

dan Nelayan 

151.018 

300.000 Petani 

Go Online

3 31.010.994.000 30.329.582.191 98%Persentase (%) 

Pengembangan 

Digital

Entrepreneurship

456 tim100%

(430 tim)

4 20.602.129.000 19.612.740.155 95%Persentase (%) 

Penyelesaian Inisiatif 

Strategis yang 

Menjadi Kewenangan 

Kominfo Dalam 

Rangka Mendukung 

Implementasi Perpres 

No. 95/2018 tentang 

Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

(SPBE)

100%100% (Terha-

dap target 

Perpres 

No.95/2018 

tentang SPBE 

untuk tahun 

2019 yang 

menjadi 

Kewenangan 

Kominfo)

Tabe l  1  Capa ian K iner ja  dan Rea l isas i  Anggaran
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No IKK Target Pagu Realisasi
Target Realisasi %

5

6

3.205.511.000 3 PSrE

tersertifikasi

  3.155.081.174

 

98%Persentase Penye-

lenggara Sertifikasi 

Elektronik (PSrE) 

yang Naik Status 

Menjadi Tersertifikasi

60% dari (3 dari 

5 PSrE)

9.009.400.000 8.004.946.449 89%
Jumlah Fasilitasi 

Inisiatif Digitalisasi 

Sektor Strategis 

(Pertanian, Pariwisa-

ta, Transportasi & 

Logistik, Kesehatan, 

Pendidikan, dan 

Keuangan)

9 inisiatif9 inisiatif

7 Persentase (%) 

Penyelesaian Kriteria 

Pemilihan Penerima 

Dana USO Melalui 

Mekanisme 

Pemberian Fasilitas/-

Subsidi/Hibah untuk 

Mendukung 

Ekosistem Ekonomi 

Digital : a) UMKM Go 

Online

b) Startup Digital

100%a) 100%

b) 100%

8 437.640.000 404.239.600 92%Nilai Implementasi 

RB di Ditjen APTIKA

87.676

9 853.061.000 769.313.797 90%Nilai Akuntabilitas 

Kinerja (AKIP) Ditjen 

APTIKA

75.8967

10 562.700.000 538.855.216 96%Nilai Persepsi 

Pelayanan Publik 

Ditjen APTIKA

3.163.5

11 259.605.000 251.505.000 97%Persentase (%) Batas 

Tertinggi Temuan 

Realisasi Anggaran 

Ditjen APTIKA Tahun 

2019 berdasarkan 

hasil Pengawasan 

BPK dan ITJEN

0.09%1%
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Laporan Kinerja Ditjen Aptika tahun 2019 ini 

juga melaporkan kegiatan-kegiatan penting 

lainnya yang telah dilaksanakan selain sembilan 

kegiatan utama di atas. Akuntabilitas keuangan 

yang dilaporkan berdasarkan capaian kegiatan 

yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) 

Eselon 1 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

a d a l a h  p e n g g u n a a n  a l o k a s i  d a n a  

Rp 82.694.050.000,- yang terealisasi sebesar 

Rp 78.995.121.839  atau 95 %. Sementara 

alokasi Total Pagu Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika yang dilaporkan pada Laporan 

Kinerja ini pada tahun 2019 Ditjen Aptika 

mendapatkan total alokasi anggaran sebesar 

Rp. 233.638.692.247 dan sampai dengan 31 

Desember 2019 Ditjen Aptika merealisasikan 

anggaran  sebesar  Rp.  19.126.816.753 atau 

sebesar 95%. 

No IKK Target Pagu Realisasi
Target Realisasi %

12

13

259.605.000 a) 54.17

b) 45.45

  251.505.000

 

97%Persentase (%) 

Penyelesaian Tindak 

Lanjut Hasil 

Pemeriksaan BPK di 

Ditjen APTIKA 

Berdasarkan Hasil 

Pemantauan Tindak 

Lanjut Oleh BPK dan 

ITJEN Tahun Berjalan

a) Tahun      

    Berjalan: 80

b) Tahun     

    Sebelumnya:  

    40

1.313.805.000

1.900.000.000

1.226.666.986

1.823.268.756

93%

96%

Nilai Kinerja 

Pelaksanaan 

Anggaran Ditjen 

Aptika

80.4994

14 Persentase (%) 

Penyelesaian 

Regulasi/Kebijakan 

untuk Mendukung 

Pengembangan 

Ekonomi Digital 

terkait RUU 

Perlindungan Data 

Pribadi (PDP)

90%100%

15 530.000.000

82.694.050.000TOTAL

510.884.600

78.995.121.839

96%Persentase (%) 

Penyelesaian 

Regulasi/Kebijakan 

untuk Mendukung 

Pengembangan 

Ekonomi Digital 

terkait Revisi PP 

Penyelenggaraan 

Sistem dan Transaksi 

Elektronik (PSTE)

100%100%
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 Departemen Komunikasi dan Informati-

ka (Depkominfo) berdiri sesuai Keputusan Presi-

den Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organ-

isasi dan tugas Eselon I Kementerian Negara RI 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden No.15 Tahun 2005. Depkominfo kemu-

dian diubah menjadi Kementerian Komunikasi 

dan Informatika sejak berlaku UU Nomor : 

39/2008 tentang Kementerian Negara yang 

dipertegas melalui Peraturan Presiden No 

47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 

Kementerian Negara.

 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

(Ditjen Aptika) yang pada awalnya Ditjen Aplikasi 

Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka 

pengembangan Information and Communication 

Technology (ICT) yang efektif di Indonesia. ICT 

tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yakni : 

Communication, Computer,dan Content yang 

kemudian digagas sebagai logo Kemenkominfo 

yang merupakan susunan tiga huruf C dalam 

gradasi warna biru.

 Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

(Ditjen Aptika) dibentuk sesuai dengan amanat 

Peraturan Kementerian Kominfo Nomor 6 Tahun 

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kement-

erian Komunikasi dan Informatika. Ditjen Aptika 

memiliki tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pena-

takelolaan aplikasi informatika.

 Struktur baru Direktorat Jenderal Aplika-

si Informatika terdiri dari Sekretariat Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Tata 

Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Layanan 

Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat 

Pemberdayaan Informatika, Direktorat Ekonomi 

Digital, dan Direktorat Pengendalian Aplikasi 

Informatika.

 Perkembangan selanjutnya bagi Ditjen 

Aptika adalah adanya beberapa tantangan 

antara lain: isu serangan siber (cyber attack) dan 

penyadapan informasi, tata kelola internet Indo-

nesia, menumbuhkan konten dan aplikasi lokal 

untuk meningkatkan layanan publik. Untuk men-

jawab tantangan tersebut Ditjen Aptika meman-

faatkan potensi besar sistem e-government, 

e-commerce, e-education, dan peningkatan 

kapasitas SDM. 

BAB I
PENDAHULUAN

1.1   Profil Direktorat Jenderal 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) yang pada 

awalnya Ditjen Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka 

pengembangan Information and Communication Technology (ICT) yang 

efektif di Indonesia. ICT tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yakni : 

Communication, Computer,dan Content yang kemudian digagas sebagai 

logo Kemenkominfo yang merupakan susunan tiga huruf C dalam gradasi 

warna biru.
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Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 

Republik Indonesia No. 24 Tahun 2010 tanggal 

14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kement-

erian Negara menetapkan bahwa Ditjen Aptika 

mempunyai tugas merumuskan serta melak-

sanakan kebijakan dan standarisasi teknis di 

bidang Aplikasi Informatika. Peraturan Presiden 

tersebut dijabarkan dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Komunikasi dan Informatika yang mengatur 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta 

susunan Organisasi Ditjen Aptika.

A.  Kedudukan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah 

unsur pelaksana yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Menteri yang 

dipimpin oleh Direktur Jenderal.

B. Tugas Pokok

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin 

oleh seorang Direktur Jenderal dengan tugas 

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi 

informatika.

C. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Ditjen Aptika 

menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan 

e-Government, e-Business, dan keamanan 

informasi, peningkatan teknologi dan 

infrastruktur aplikasi informatika, serta 

pemberdayaan informatika;

Pe laksanaan keb i j akan  d i  b idang 

penatakelolaan e-Government, e-Business, 

dan keamanan informasi, peningkatan 

teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika, 

serta pemberdayaan informatika;

Penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kr i ter ia d i  b idang penatakelo laan 

e-Government;

Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis 

dan supervisi di bidang penatakelolaan 

e-Government;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di 

bidang penatakelolaan e-Government, 

e-Business, dan keamanan informasi, 

peningkatan teknologi dan infrastruktur 

aplikasi informatika, serta pemberdayaan 

informatika;

Pelaksanaan administrasi Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Menteri.

 

1.2    Tugas Dan Fungsi 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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1.3 Struktur Organisasi Dan SDM 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

Direktorat Jenderal Aptika telah mengalami 

perubahan pada tanggal 2 Agustus 2018. 

Perubahan SOTK terjadi berdasarkan arahan 

dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk 

mendukung terciptanya fungsi regulator, 

akselerator dan fasilitator yang dijalankan oleh 

Direktorat Jenderal Aptika. Hal ini terjadi dikare-

nakan peran pemerintah di era digital mengala-

mi perubahan. Perubahan teknologi yang 

sangat cepat menjadi tantangan untuk men-

dorong transformasi digital. Ketiga fungsi ini 

juga mendukung persiapan menghadapi 

skenario strategis pembangunan TIK dalam 

menunjang visi Indonesia 2025 melalui 

perekonomian berbasis digital. Kedepannya, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak 

hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga 

menjadi fasilitator dan akselerator. Perubahan 

peran itu dimaksudkan agar industri TIK 

Nasional dan sektor-sektor lainnya bisa 

berkembang lebih pesat. 

Selain i tu, Direktorat Jenderal Apl ikasi 

Informatika memiliki tugas dan fungsi yang 

bersinggungan dengan Kementerian / Lembaga 

lainnya. Salah satu yang menonjol adalah 

persinggungan antara Ditjen Aptika dengan 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Melalui 

Perpres No.53 tahun 2017 tentang Badan Siber 

dan Sandi Negara, BSSN merupakan lembaga 

pemerintah non Kementerian yang mempunyai 

tugas melaksanakan keamanan siber secara 

efektif dan efisien dengan memanfaatkan, 

mengembangkan, dan mengonsolidasikan 

semua unsur yang terkait dengan keamanan 

siber. Tugas dan fungsi yang dimiliki BSSN pada 

Perpres No.53 tahun 2017 merupakan 

penjabaran dari fungsi keamanan informasi yang 

dimiliki oleh Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika. Sehingga dalam Perpres No.53 

tahun 2017 pasal 51b disebutkan “pelaksanaan 

tugas di bidang keamanan informasi, tetap 

dilaksanakan oleh Direktorat Keamanan 

Informasi, Direktorat Jenderal Apl ikasi 

Informatika Kementerian Komunikasi dan 

Informatika” sampai dengan selesainya penataan 

organisasi BSSN. Selanjutnya pada pasal 53a 

menyebutkan bahwa Direktorat keamanan Informasi, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan 

Indonesia Security Incident Response Team on 

Internet Infrastructure (ID-SIRTII) dialihkan ke 

BSSN.

 

Sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018, 

struktur organisasi Ditjen Aptika sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2016 

terlihat pada gambar bagan sebagai berikut:
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UPT - UPT

Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika

Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen Aplikasi Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No 1 Tahun 2016

Susunan organisasi Ditjen Aptika sesuai dengan 

Peraturan Menteri Kominfo No 1 Tahun 2016 

terdiri dari:

Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika (Setditjen Aptika)

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan 

teknis dan administrasi kepada seluruh 

satuan organisasi di lingkungan Ditjen 

Aptika.         

Direktorat E–Government (Dit.e-Gov) 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, 

kriteria dan pemberian bimbingan teknis, 

dan evaluasi di bidang e-Government.

Direktorat E–Business  (Dit.e-Business) 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, 

dan evaluasi di bidang e-Business.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Direktorat Pemberdayaan Informatika 

(Dit. PI)

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

perumusan kebi jakan, pelaksanaan 

kebijakan, penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria serta pemberian 

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang 

pemberdayaan informatika.  

Direktorat Pemberdayaan Industri 

Informatika (Dit. PII)

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur, dan 

kriteria serta pemberian bimbingan teknis 

dan evaluasi di bidang pemberdayaan 

industri informatika.  

Direktorat Keamanan Informasi 

(Dit.Kaminfo)

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan,  penyusunan 

norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta 

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di 

bidang keamanan informasi.
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Struktur Organisasi A

Sumber Daya ManusiaB

Untuk melaksanakan  fungsi tersebut susunan organisasi Ditjen Aptika terdiri dari:

Sampai dengan akhir Desember 2019 jumlah 

pegawai (PNS) Ditjen Aptika sebanyak 281 orang 

dengan komposisi sebagai berikut : 

Selain PNS Ditjen Aptika juga memiliki tenaga kerja 

Non PNS yang terdiri dari:

Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Setditjen Aptika)

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi 

di lingkungan Ditjen Aptika.         

Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan (Dit.LAIP)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan.

Direktorat Tata Kelola Aptika (Dit.Takel)

Mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, 

standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, serta pencatatan intensifikasi penerimaan 

negara bukan pajak

Direktorat Pemberdayaan Informatika (Dit. PI)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pem-

berdayaan informatika.  

Direktorat Ekonomi Digital (Dit. EDI)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ekonomi digital.

Direktorat Pengendalian Aplikasi dan Informatika (Dit. Pengendalian)

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang 

pengendalian aplikasi informatika 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

No. Unit Kerja Jumlah 

1. Sekretariat Ditjen 44 orang 
2. Dit LAIP 33 orang 
3. Dit Tata Kelola 27 orang 
4. Dit Pengendalian 41 orang 
5. Dit. Pemberdayaan  

Informatika 
29 orang 

6. Dit. Ekonomi Digital 31 orang 
 Jumlah 205 orang 

No. Unit Kerja Jumlah 

1. Sekretariat Ditjen 26 orang 
2. Dit LAIP 22 orang 
3. Dit Tata Kelola 28 orang 
4. Dit Pengendalian   9 orang 
5. Dit. Pemberdayaan  

Informatika 
13 orang 

6. Dit. Ekonomi Digital   9 orang 
 Jumlah 107 orang 
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1.4  Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta 

hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, lang-

kah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, potensi dan permasalahan 

strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, serta sistematika laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan/perjanjian kinerja Direktorat 

Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang pengukuran, sasaran dan akuntabilitas pencapaian sasaran 

strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika tahun 2018.

Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah 

ditetapkan, kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya untuk tahun mendatang.

1.

2.

3.

4.

5.
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Perencanaan kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika mengacu pada program utama 

Kementerian Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yakni  Peraturan Menteri Kominfo 

Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana 

Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi 

dan Informatika Tahun 2015—2019. Renstra 

Ditjen Aptika menginduk dan merupakan 

turunan daripada Renstra Kementerian Kominfo  

yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

Nawacita Presiden dan Wakil Presiden. 

Penyusunan Renstra 2015—2019 dilakukan 

dengan memperhatikan amanat yang ada di 

Nawacita Presiden dan Wakil Presiden yang 

kemudian d ise laraskan dengan upaya 

mengadaptasi masalah strategis terkait 

teknologi informasi yang berkembang saat ini 

dengan tetap berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 

(RPJPN) Tahun 2005—2025 dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2015—2019.

Saa t  i n i  a rah  pe r tumbuhan  tekno log i  

telekomunikasi dan penetrasi teknologi 

informasi dan komunikasi di masyarakat 

Indonesia yang tinggi menjadi tantangan yang 

harus dihadapi Kementerian Komunikasi dan 

Informatika agar mampu merumuskan kebijakan 

yang tepat dan sesuai pada kondisi masyarakat 

yang sangat dinamis ke dalam Renstra. 

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Gambar 3 Program Utama Kemenkominfo
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Perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Aplikasi 

Informatika Tahun 2018 diimplementasikan 

dengan merujuk kepada empat program utama 

dan program prioritas dari Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. Adapun Program 

Renstra Utama Kominfo 2014-2019, yaitu:

Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas layanan komunikasi 

dan informatika untuk mendukung fokus 

pembangunan Pemerintah Indonesia. 

Yang dilaksanakan melalui : penataan 

frekuensi (refarming); Pembangunan 

jaringan serat optik dan radio nasional 

(Pa lapa Ring) ;  Penyediaan Base 

Transceiver Station (BTS) di daerah 

blankspot, khususnya di daerah 

perbatasan dan pedalaman (lokasi 

pr ior i tas,  ter t inggal ,  ter luar  dan 

terdepan/3T) yang belum terlayani akses 

telekomunikasi seluler; dan Penyediaan 

a k s e s  b r o a d b a n d  i n t e r n e t  b a g i  

masyarakat, Kementerian/Lembaga dan 

Pemda tingkat Kabupaten/Kota yang 

mengusulkan di wilayah.

Tujuan dari program ini adalah untuk 

mewujudkan ekosistem yang memanfaat-

kan jaringan pita lebar yang merata dan 

ter jangkau untuk meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, 

budaya, pertahanan dan keamanan. Untuk 

mencapai tujuan dan sasaran tersebut, 

kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang      

    Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2) Peta Jalan e-Commerce Nasional;

3) Peta Jalan e-Government Nasional;

4) Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital;

5) Pelatihan dan sertifikasi berbasis       

    SKKNI;

Tujuan dari program ini adalah untuk 

meningkatkan efisiensi spektrum frekuensi 

untuk meningkatkan kualitas penerimaan 

s i a ran  TV  dengan  ca ra  efis iens i  

i n f ras t ruk tu r  i ndus t r i  peny ia ran ,  

mempertahankan diversity of ownership, 

menumbuhkan industri konten, memper-

oleh digital dividend, menghemat biaya 

2.1. Telekomunikasi dan Broadband

2.3. Tata Kelola Internet

2.2. Digitalisasi

listrik sebesar 94%, efisiensi biaya modal 

dan biaya operasional dibandingkan 

dengan tetap menggunakan pemancar TV 

Analog. 

Tahun 2018 menjadi tahun keempat bagi 

Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam 

mengimplementasikan Renstra Kemkominfo 

Tahun 2015—2019 yang ditetapkan dalam 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana 

Strategis Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2015—2019, pengelompokan 

ke dalam empat sasaran strategis berdasarkan  

Renstra Kemkominfo Tahun 2015—2019 adalah  

berikut:
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Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika 

ditujukan sebagai bentuk transparansi atas 

akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar 

penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapa-

ian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian 

kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peratur-

an Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah Pada Kementerian Komunikasi dan 

Informatika.

Meningkatnya kualitas layanan komunikasi 

dan informatika untuk mendukung fokus 

pembangunan pemerintah sebagai wujud 

kehadiran negara dalam menyatakan 

kedaulatan dan pemerataan pembangu-

nan. (S.1)

Terwujudnya ekosistem broadband nasi-

onal. (S.2)

Meningkatnya tata kelola Komunikasi dan 

Informatika yang efisien, berdaya saing, 

dan aman. (S.3)

Terciptanya budaya pelayanan, revolusi 

mental, reformasi birokrasi dan tata kelola 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

yang berintegritas, bersih, efektif, dan 

efisien. (S.4)

1.

2.

3.

4.
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No Indikator Kinerja Target 
1 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari 

Target yang ditetapkan (UMKM Go Online) 
250.000 UMKM 
Go Online 

2 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari 
Target yang Ditetapkan (Petani & Nelayan Go Online) 

300.000 Petani Go 
Online 

3 Persentase (%) Pengembangan Digital Entrepreneurship 100% (430 �m) 
4 Persentase (%) Penyelesaian Inisia�f Strategis yang Menjadi 

Kewenangan Kominfo Dalam Rangka Mendukung Implementasi 
Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE) 

100% (Terhadap 
target Perpres 
No.95/2018 
tentang SPBE 
untuk tahun 2019 
yang menjadi 
Kewenangan 
Kominfo)  

5 Persentase Penyelenggara Ser�fikasi Elektronik (PSrE) yang Naik 
Status Menjadi Terser�fikasi 

60% dari (3 dari 5 
PSrE) 

6 Jumlah Fasilitasi Inisia�f Digitalisasi Sektor Strategis (Pertanian, 
Pariwisata, Transportasi & Logis�k, Kesehatan, Pendidikan, dan 
Keuangan) 

9 inisia�f 

7 Persentase (%) Penyelesaian Kriteria Pemilihan Penerima Dana 
USO Melalui Mekanisme Pemberian Fasilitas/Subsidi/Hibah untuk 
Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital : a) UMKM Go Online 
b) Startup Digital 

a) 100% 
b) 100% 

8 Nilai Implementasi RB di Ditjen APTIKA 76 
9 Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Ditjen APTIKA 67 
10 Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen APTIKA 3.5 
11 Persentase (%) Batas Ter�nggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen 

APTIKA Tahun 2019 berdasarkan hasil Pengawasan BPK dan ITJEN 
1% 

12 Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 
di Ditjen APTIKA Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut 
Oleh BPK dan ITJEN Tahun Berjalan 

 

a) Tahun 
Berjalan: 80  

b) Tahun 
Sebelumnya: 
40 

13 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Ap�ka 94 
14 Persentase (%) Penyelesaian Regulasi/Kebijakan untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi Digital terkait RUU 
Perlindungan Data Pribadi (PDP) 

100% 

15 Persentase (%) Penyelesaian Regulasi/Kebijakan untuk 
Mendukung Pengembangan Ekonomi Digital terkait Revisi PP 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) 

100% 

Adapun Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika tahun 2018 meliputi di bawah ini:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Ditjen Aptika Tahun 2019

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2019 16



Tokopedia, Shopee, Lazada, Grab Food, 

Marketplace Lokal seperti tumbasin dan titipku) 

telah tercapai sejumlah 17.113.220 UMKM yang 

telah Go Online melalui kegiatan On Boarding ke 

Marketplace dengan capaian yang melebihi 

target awal 8 juta UMKM Go Online. Di tahun 

2019, data agregat jumlah UMKM Go Online di 

beberapa Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, 

Tokopedia, Shopee, Titipku dan Tumbasin) 

sebanyak 5.919.333 yaitu 2.367% dari target 

tahun 2019 (250.000 UMKM Go Online). Apabila 

mengacu target Renstra Kominfo tahun 2019 

yaitu 5,2 juta UMKM  Go Online maka capaian 

tahun ini yaitu sebesar 113%.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pesatnya perkembangan teknologi informatika  

yang  dibarengi  dengan tersedianya perangkat 

smartphone memungkinkan segala aktivitas 

sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara 

cepat. Tidak terkecuali aktivitas perdagangan 

yang semakin tumbuh pesat dengan adanya 

e-commerce dalam bentuk marketplace. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

melalui program UMKM Go Online berupaya 

membantu masyarakat kecil terutama 

pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

ikut berjualan online dengan memanfaatkan 

marketplace yang  tersedia  seperti  Bukalapak, 

Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Bentuk 

kegiatan yang di lakukan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika adalah Grebeg 

Pasar. Kegiatan ini di lakukan di 20 Kota/ 

Kabupaten di Indonesia. Target utama kegiatan 

ini adalah pengusaha  mikro yang banyak 

berjualan di pasar tradisional atau pasar rakyat 

yang masih gagap atau belum tersentuh 

teknologi informasi untuk bisa memasarkan 

produknya secara online. Dengan kemampuan 

para pengusaha  mikro tersebut  dalam 

ber jua lan on l ine d iharapkan ekonomi 

masyarakat bisa meningkat, dan dengan 

demikian kesejahteraan masyarakat Indonesia 

menjadi semakin baik.

Membantu para pengusaha mikro,  kecil  dan  

menengah (UMKM)  untuk berjualan online 

melalui kegiatan Grebeg Pasar di 20 Kota/ 

Kabupaten di Wilayah Republik Indonesia. Cara 

yang dilakukan adalah dengan mendatangi 

pengusaha UMKM, khususnya pengusaha 

mikro di pasar-pasar rakyat lalu memberikan 

edukasi kepada mereka untuk bergabung dan 

berjualan di Marketplace seperti Bukalapak, 

Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tujuannya 

agar mereka tidak hanya mengandalkan lapak 

offline saja untuk berjualan, n a m u n j u g a 

memanfaatkan marketplace untuk berjualan 

online. Dengan demikian,  jangkauan  pemasa-

ran  produk mereka semakin luas.

Ruang Lingkup kegiatan Grebeg Pasar adalah 

pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh 

Wilayah Kota/Kabupaten Republik Indonesia. 

Tiap Kota/Kabupaten di pilih 6 pasar rakyat 

yang memenuhi kriteria yaitu jumlah pelaku 

UMKM minimal 300, komitmen tinggi dari 

pengelola pasar rakyat untuk digitalisasi, tingkat 

adopsi teknologi minimal 30%. Tujuan dari 

Program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online yaitu 

membuka peluang pasar baru bagi UMKM di 

Indonesia baik di ranah regional maupun global. 

Dengan memadukan sistem penjualan online 

dan offline, bisnis UMKM diharapkan dapat 

menjangkau lebih banyak konsumen dengan 

harapan meningkatkan potensi penjualan. 

Keberadaan platform pemasaran online dapat 

membantu mempertemukan konsumen online 

dan e-UMKM tanpa harus membuka toko 

cabang secara fisik. Program ini yang 

berlangsung dari tahun 2017 - 2019, dengan 

melibatkan Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, 

3.1 Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari
         Target yang ditetapkan (UMKM Go Online)
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Tokopedia, Shopee, Lazada, Grab Food, 

Marketplace Lokal seperti tumbasin dan titipku) 

telah tercapai sejumlah 17.113.220 UMKM yang 

telah Go Online melalui kegiatan On Boarding ke 

Marketplace dengan capaian yang melebihi 

target awal 8 juta UMKM Go Online. Di tahun 

2019, data agregat jumlah UMKM Go Online di 

beberapa Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, 

Tokopedia, Shopee, Titipku dan Tumbasin) 

sebanyak 5.919.333 yaitu 2.367% dari target 

tahun 2019 (250.000 UMKM Go Online). Apabila 

mengacu target Renstra Kominfo tahun 2019 

yaitu 5,2 juta UMKM  Go Online maka capaian 

tahun ini yaitu sebesar 113%.

Gambar 4 Sesditjen Aptika melakukan penandatanganan PKS Kominfo dengan perwakilan Bukalapak

Pesatnya perkembangan teknologi informatika  

yang  dibarengi  dengan tersedianya perangkat 

smartphone memungkinkan segala aktivitas 

sosial dan ekonomi dapat dilakukan secara 

cepat. Tidak terkecuali aktivitas perdagangan 

yang semakin tumbuh pesat dengan adanya 

e-commerce dalam bentuk marketplace. 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

melalui program UMKM Go Online berupaya 

membantu masyarakat kecil terutama 

pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk 

ikut berjualan online dengan memanfaatkan 

marketplace yang  tersedia  seperti  Bukalapak, 

Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Bentuk 

kegiatan yang di lakukan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika adalah Grebeg 

Pasar. Kegiatan ini di lakukan di 20 Kota/ 

Kabupaten di Indonesia. Target utama kegiatan 

ini adalah pengusaha  mikro yang banyak 

berjualan di pasar tradisional atau pasar rakyat 

yang masih gagap atau belum tersentuh 

teknologi informasi untuk bisa memasarkan 

produknya secara online. Dengan kemampuan 

para pengusaha  mikro tersebut  dalam 

ber jua lan on l ine d iharapkan ekonomi 

masyarakat bisa meningkat, dan dengan 

demikian kesejahteraan masyarakat Indonesia 

menjadi semakin baik.

Membantu para pengusaha mikro,  kecil  dan  

menengah (UMKM)  untuk berjualan online 

melalui kegiatan Grebeg Pasar di 20 Kota/ 

Kabupaten di Wilayah Republik Indonesia. Cara 

yang dilakukan adalah dengan mendatangi 

pengusaha UMKM, khususnya pengusaha 

mikro di pasar-pasar rakyat lalu memberikan 

edukasi kepada mereka untuk bergabung dan 

berjualan di Marketplace seperti Bukalapak, 

Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tujuannya 

agar mereka tidak hanya mengandalkan lapak 

offline saja untuk berjualan, n a m u n j u g a 

memanfaatkan marketplace untuk berjualan 

online. Dengan demikian,  jangkauan  pemasa-

ran  produk mereka semakin luas.

Ruang Lingkup kegiatan Grebeg Pasar adalah 

pasar-pasar tradisional yang ada di seluruh 

Wilayah Kota/Kabupaten Republik Indonesia. 

Tiap Kota/Kabupaten di pilih 6 pasar rakyat 

yang memenuhi kriteria yaitu jumlah pelaku 

UMKM minimal 300, komitmen tinggi dari 

pengelola pasar rakyat untuk digitalisasi, tingkat 

adopsi teknologi minimal 30%. Tujuan dari 

Program Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online yaitu 

membuka peluang pasar baru bagi UMKM di 

Indonesia baik di ranah regional maupun global. 

Dengan memadukan sistem penjualan online 

dan offline, bisnis UMKM diharapkan dapat 

menjangkau lebih banyak konsumen dengan 

harapan meningkatkan potensi penjualan. 

Keberadaan platform pemasaran online dapat 

membantu mempertemukan konsumen online 

dan e-UMKM tanpa harus membuka toko 

cabang secara fisik. Program ini yang 

berlangsung dari tahun 2017 - 2019, dengan 

melibatkan Marketplace (Bukalapak, Blibli.com, 

Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Koordinasi

Dalam hal pelaksanaan kegiatan, koordinasi 

awal dilakukan dengan penyusunan perjanjian 

kerjasama dengan beberapa stakeholder 

terkait.

Adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 

Kementerian Keuangan, Shopee dan 

Bukalapak tentang Fasilitasi 8 Juta UMKM 

Go Online.

Koordinasi dengan Kementerian Koperasi 

dan UMKM serta Kementerian BUMN (RKB)

Pertemuan dengan Kementerian Koperasi 

dan UMKM dari negara Laos terkait UMKM 

Go Online

Kerjasama dengan acara “CONNECT” 

dengan cara membuka booth “UMKM Go 

Online” dan melakukan sosialisasi kepada 

para pelaku UMKM.

Kerjasama dengan femina dengan mem-

buka booth “UMKM Go Online” untuk 

sosialisasi program UMKM Go Online 

kepada pelaku UMKM dan masyarakat.
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Gambar 6 Penandatanganan PKS Kominfo dengan Marketplace Shopee tentang Fasilitasi UMKM Go Online

Gambar 5 Sesditjen Aptika melakukan penandatanganan PKS Kominfo dengan Kementerian Keuangan

Melakukan koordinasi dengan Kepala Pemerintah 

Daerah Kota/Kabupaten di 20 Wilayah yang 

akan menjadi target kegiatan Grebeg Pasar. 

Setelah mendapat persetujuan, kemudian 

melakukan kontak dengan Dinas yang terkait 

misalnya Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kominfo 

serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Setelah itu, mengurus perijinan di 6 pasar rakyat 

di Kota/Kabupaten tersebut. 

2. Kanvasing / Sosialisasi

Kanvasing adalah upaya untuk melakukan 

diseminasi informasi atau penyebaran informasi 

terkait adanya kegiatan Grebeg Pasar di 

Wilayah terkait. Kegiatan ini berbentuk penyeb-

aran leaflet atau brosur dan melakukan sosial-

isasi lewat pengeras suara yang ada di 

pasar-pasar rakyat. Kanvasing atau Sosialisasi 

dilakukan oleh para relawan atau fasilitator yang 

berasal dari unsur relawan TIK, SPG atau 

tenaga lepas di daerah.
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Gambar 7 Sosialisasi Grebeg Pasar menggunakan Flyer di Kota Padang

3.   Training Relawan atau Fasilitator   
     Grebeg Pasar

Training of Trainer dilakukan sebagai upaya 

untuk memberi bekal kepada para relawan yang 

akan terjun dalam kegiatan grebeg pasar. 

Tujuannya agar mereka memiliki kemampuan 

dalam mengajak dan mengajari para pedagang 

pasar untuk membuat akun di marketplace serta 

membantu mengunggah dagangan secara 

online. ToT ini dilakukan selama satu hari penuh 

dengan narasumber dari Marketplace 

(Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain). 

Selain dari Marketplace, Narasumber pelatihan 

juga berasal dari Platform Pembayaran seperti 

OVO, Gopay, dan Linkaja. Selain itu, pelatihan 

ini mengikutsertakan para pengelola pasar 

rakyat dan perwakilan dari Dinas Koperasi dan 

UMKM, Dinas Kominfo, dan Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan.UMKM dan masyarakat.

No Kegiatan Grebeg Pasar Tanggal Pelaksanaan Capaian On Boarding 

1. Kota Jakarta 27 Februari – 9 Maret 2.011 

2. Kota Depok 11 – 24 Maret 1.549 

3. Kota Bogor 18 -31 Maret 2.075 

4. Kota Tangerang Selatan 18 -31 Maret 2.000 

5. Kab. Pangandaran 9 – 23 April 1.000 

6. Kota Solo 29 April – 13 Mei 2.000 

7. Kab. Bandung 9 – 24 Mei 2.039 

8. Kab Lo�m dan Kota Mataram 17 Juni – 3 Juli 2.000 

9. Kota Yogyakarta 1-15 Juli 2.000 

10. Kota Surabaya 27 Juni – 11 Juli 2.020 

11. Kota Padang 27 Juli – 5 Agustus 2.000 

12. Kota Denpasar 29 Juli – 12 Agustus 2.000 

13. Kota Cirebon 29 Juli – 2 Agustus 2.000 

14. Kota Makasar 19 Agustus – 2 September 2.000 

15. Kota Jambi 23 Agustus – 6 September 2.008 

16. Kota Bandung 18 Oktober – 2 November 2019 2.012 

17. Kota Palembang 22 Oktober – 5 November 2019 2.000 

18. Kota Medan 22 Oktober – 5 November 2019 2.109 

19. Kota Bandar Lampung 28 Oktober – 11 November 2019 2.000 

20. Kota Balikpapan 28 Oktober – 11 November 2019 2.410 

 TOTAL 39.233 
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Gambar 8 Training of Trainer Pelaksanaan Grebeg Pasar di Denpasar

Gambar 9 Launching Gerakan UMKM Go Online Tahun 2019 di Pasar Tebet Timur

4. Grebeg Pasar

Kegiatan Grebeg Pasar adalah substansi dari kegiatan ini. Seperti yang telah dikemukakan di atas, 

kegiatan Grebeg Pasar bertujuan membantu para pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk bisa 

berjualan online. Namun, dalam Grebeg Pasar target utamanya adalah pengusaha mikro yang berjualan 

di pasar-pasar rakyat. Dalam Grebeg Pasar diterjunkan sebanyak 24 relawan yang akan mengajari 

pedagang berjualan online. Para relawan dibekali dengan formulir untuk mengidentifikasi pedagang 

yang mau bergabung atau onboarding di marketplace. Durasi kegiatan Grebeg Pasar ini adalah 

selama 14 hari atau dua minggu. Selama itu para relawan akan berkeliling di enam pasar tradisional 

besar yang ada di kota tersebut.

Program Fasilitasi UMKM Go Online ini dilakukan melalui kegiatan “Grebeg Pasar” yang telah 

dilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota dan 120 Pasar Rakyat di seluruh Indonesia.
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Gambar 10 Grebeg Pasar di Kabupaten Pangandaran

Gambar 11 Pandu Digital melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM di Pasar Rakyat
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Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Peningkatan Awareness UMKM Go Online

5. Monitoring

Monitoring Grebeg Pasar dilakukan untuk 

memastikan semua kegiatan dari awal hingga 

akhir sudah sesuai dengan rencana dan 

prosedur yang ditetapkan. Dalam kegiatan 

Monitoring akan dicatat mengenai kendala dan 

masalah-masalah yang ada di masing-masing 

daerah. Dengan demikian, dapat diidentifikasi 

solusi dan perbaikan untuk kegiatan di waktu 

lain.

6. Proses Peningkatan Awareness   
    UMKM Go Online

Untuk memudahkan masyarakat mengetahui 

program UMKM Go Online, maka telah 

dikembangkan website https://umkmgoonline.-

kominfo.go.id serta akun media sosial Instagram 

dan Facebook yaitu umkmjualanonline. Selain 

itu untuk mempromosikan produk lokal dari para 

pelaku UMKM  yang “active seller” di beberapa 

daerah lokasi Grebeg Pasar maka telah dibuat 

landing page khusus yang bekerjasama dengan 

para marketplace dengan link sebagai berikut:

1. bit.ly/grebegpasarbukalapak

2. bit.ly/grebegpasartokopedia

3. bit.ly/grebegpasarshopee

No Peningkatan Awareness UMKM Go Online Jadwal Pelaksanaan 

1. Publikasi  Launching Gerakan UMKM Go Online di 
stasiun TV Nasional (Metro TV, Berita Satu)  

Februari 2019 

2. Adlibs di Radio Lokal di 15 Kabupaten/Kota 
sebanyak 1.937 spot  

November 2019 

3. Talkshow di Radio Lokal di 5 Kota November 2019 

4. Pembuatan Iklan PSA UMKM Go Online November 2019 

5. Placement  Iklan PSA di 4 stasiun tv nasional 
(RCTI, SCTV, Metro TV dan Kompas TV) sebanyak 
43 spot 

November – Desember 
2019 

6. Placement Iklan PSA di Commuter Line sebanyak 
154 spot 

November – Desember 
2019 

7. Publikasi di Media Online dan Koran sebanyak 
200 buah 

Februari – November 2019 

8. Pembuatan Komika oleh Ditjen IKP November – Desember 
2019 

9. Siaran Tok-tok Kominfo kerjasama dengan Biro 
Humas Kominfo 

November 2019 
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Gambar 12 Placement Iklan PSA di Stasiun TV

Sejalan dengan tujuan program Fasilitasi UMKM Go Online ini yaitu peningkatan jumlah transaksi 

e-commerce maka di tahun 20119 ini telah dilakukan penghitungan transaksi para pelaku UMKM Go 

Online di beberapa Marketplace (Tokopedia, Bukalapak dan Shopee) yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian. Berdasarkan data di bawah ini maka transaksi dari pelaku UMKM berki-

sar antara Rp. 10.000 – Rp. 9,3 Miliar.
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Kendala Kegiatan

Tidak ada kegiatan yang berjalan mulus. Semua 

pasti ada kendala atau rintangan dalam 

pelaksanaannya. Dalam kegiatan Grebeg Pasar 

yang sudah dilakukan di 20 Kota/Kabupaten 

tercatat kendala-kendala yang dihadapi para 

relawan di lapangan saat melakukan onboarding 

atau membantu pedagang berjualan online. 

Kendala- kendala tersebut antara lain:

Kendala yang dihadapi antara lain: 

Kesenjangan digital dan tingkat literasi 

digital yang berbeda di setiap daerah 

mempengaruhi jumlah onboarding UMKM 

Go Online misalnya di Kabupaten 

Pangandaran hanya 1.000 UMKM Go 

Online. 

Kurangnya partisipasi aktif pemda untuk 

membantu proses pendampingan grebeg 

pasar. 

Perlunya pendampingan yang intensif 

untuk meningkatkan jumlah active seller 

dan transaksi penjualan para pelaku 

UMKM. 

1.

2.

3.

Capaian UMKM Go Online

4.

1.

2.

3.

Perbedaan target capaian dengan 

Marketplace (Beberapa Marketplace 

memiliki target berbeda dengan Kominfo 

marketplace fokus ke scale up sedangkan 

Kominfo mentargetkan untuk onboarding.

Fokus di daerah dan lokasi pasar rakyat 

yang tingkat adopsi teknologinya diatas 30 

persen. 

Melibatkan fasilitator yang berasal dari 

perwakilan pemda/disperindag/pengelola 

pasar untuk mendampingi para pandu 

digital saat kegiatan grebeg pasar.

Pendekatan kerjasama dengan calon 

stakeholder lainnya misal  marketplace 

lokal (tumbasin, titipku, umkmkotabo-

gor.id), kementerian keuangan, platform 

pembayaran non tunai, asparindo, 

perbankan, dan lain sebagainya agar turut 

serta dalam UMKM Go Online

Mitigasi yang dilakukan yaitu:
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Gambar 13 Data Persebaran Kegiatan UMKM Go Online

Strategi dan Rekomendasi Program UMKM 

Go Online

1. Pendampingan yang lebih intensif kepada 

pelaku UMKM Go Online setelah onboarding 

kerjasama dengan stakeholder lainnya yang 

telah memiliki center of excellence di daerah.

2. Fokus kepada kawasan superprioritas dan 

sinergi dengan program pemberdayaan UMKM 

lainnya

3. Peningkatan awareness UMKM  Go Online 

bagi pelaku UMKM dan masyarakat bekerjasa-

ma dengan Ditjen IKP

4. Melakukan tindak lanjut dengan Ditjen Pita 

Lebar terkait lokasi pasar rakyat yang belum 

memiliki akses internet.

Mitra Kerja Program

Terdapat beberapa mitra kerja yang terlibat 

dalam program UMKM Go Online 2019 demi 

kelancaran pelaksanaan kegiatan. Berikut ini 

daftar mitra yang terlibat:

1.  Insitusi Pemerintahan

 a. Dinas Komunikasi dan Informatika

 b. Dinas Perdagangan dan Industri

 c. Dinas Koperasi dan UMKM

 d. Direktorat Jenderal Pajak

2. Marketplace

 a. Shopee

 b. Tokopedia

 c. Bukalapak

 d. Blibli.com

 e. Titipku

 f. Tumbasin

3. Payment Gateway

 a. Ovo

 b. Gopay

 c. Qris

 d. Visionet

 e. Bank Mandiri

 f. Bank BRI

 g. Bank BNI

 h. Bank CIMB Niaga

4. Institusi Swasta

 a. Asparindo
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Petani Nelayan Go Online

1. Penjelasan Program

Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Fasilitasi 8 Juta UMKM Go Online berikut ini adalah hasil realisasi per Desember 

2019. Angka tersebut masih akan berubah mengingat masih diprosesnya semua laporan 

pertanggungjawaban keuangan sampai laporan ini dibuat pada tanggal 3 Desember 2019.

Pagu Realisasi Penyerapan 

7.827.000.000 7.246.543.081 93% 

Kedaulatan pangan termasuk kedalam salah 

satu fokus pembangunan nasional yang mem-

berikan manfaat signifikan bagi rakyat dan 

negara. Untuk mendukung fokus pembangunan 

tersebut, Kementerian Kominfo melakukan 

upaya dalam memberikan solusi atas permas-

alahan di sektor pertanian dan perikanan 

dengan memfasilitasi pemanfaatan aplikasi yang 

tepat guna menunjang pengusahaan petani dan 

nelayan serta kinerja sektor pertanian dan 

perikanan melalui program Petani dan Nelayan 

Go Online. Dalam menjalankan program ini, 

Kementerian Kominfo bekerjasama dengan 

berbagai pihak, di antaranya Kementerian 

Pertanian, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, perbankan, operator, serta Startup 

Digital Sektor Pertanian dan Perikanan untuk 

mendukung terselenggaranya ekosistem digital 

dari hulu ke hilir.

3.2.  Persentase (%) Digitalisasi Sektor-Sektor Prioritas Nasional dari 
        Target yang Ditetapkan (Petani & Nelayan Go Online)
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Petani Go Online:

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan ketahanan pangan, serta memelihara keberlanjutan lingkungan. Sasaran dari 

program ini adalah petani tanaman pangan dan hortikultura dengan luas lahan ≤ 2 Ha dan nelayan 

perikanan tangkap dengan kapal ≤ 10 GT. Ruang lingkup dari program ini mencakup:

1. Aplikasi Penyuluhan Pertanian;

2. Aplikasi Informasi Pengendalian Stok; dan

3. Aplikasi Marketplace Pertanian.
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Pada tahun 2019, program Petani dan Nelayan Go Online menargetkan 300.000 petani dan nelayan on 

boarding pada aplikasi sektor pertanian dan perikanan. Untuk mendukung hal tersebut, program ini 

telah diselenggarakan di beberapa lokasi, yaitu:

Nelayan Go Online:

1.  Aplikasi Informasi Dasar; dan

2.  Aplikasi Marketplace Perikanan.

No Provinsi Kabupaten/Kota 
Petani Go Online 
1. Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat 
2. Bali Kabupaten Tabanan 
3. Jawa Barat Kabupaten Cianjur 
4. Jawa Tengah Kabupaten Brebes 
5. Jawa Timur Kabupaten Malang 
6. Sumatera Barat Kabupaten Agam 
7. Nusa Tenggara Timur Kabupaten Sumba Barat Daya 
8. Lampung Kabupaten Pesawaran 
9. Sulawesi Tenggara Kabupaten Muna 
10. Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga 
11. Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi 
12. Jawa Tengah Kabupaten Grobogan 
13. Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur 
Nelayan Go Online 
1. Sumatera Barat Kabupaten Pasaman Barat 
2. Nusa Tenggara Barat Kabupaten Kupang 
3. Kalimantan Utara Kabupaten Nunukan 
4. Jawa Barat Kabupaten Pangandaran 
5. Sulawesi Selatan Kabupaten Kepulauan Selayar 
6. Sulawesi Tenggara Kabupaten Parigi Moutong 
7. Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe 
8. DKI Jakarta Kabupaten Administra�f Kepulauan Seribu 
9. Papua Kabupaten Biak Numfor 
10. Kalimantan Timur Kabupaten Berau 
11. Sulawesi Tenggara Kabupaten Tojo Una-una 
12. Nangroe Aceh Darussalam Kabupaten Aceh Singkil 
13. Kepulauan Riau Kabupaten Natuna 
14. Nusa Tenggara Timur Kabupaten Rote Ndao 
15. Papua Kabupaten Jayapura 
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Gambar 14 Persebaran Kegiatan Petani dan Nelayan Go Online
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2. Capaian Kinerja

3. Keberhasilan/Kendala Program

a. Keberhasilan

b. Kendala

Capaian melebihi target onboarding petani dan nelayan go online.

•   Belum meratanya jaringan infrastruktur 3G

•   Banyaknya petani dan nelayan yang belum memiliki smartphone

•   Rendahnya tingkat literasi digital petani dan nelayan

•   Keterbatasan resource (SDM dan modal) yang dimiliki oleh startup digital pertanian     

     perikanan

Capaian Petani Persentase 
terhadap 
Target 
Petani 

Nelayan Persentase 
terhadap 
Target 
Nelayan 

Januari 0 0 0 0 
Februari 2.500 1.67% 13.700 9.13% 
Maret 7.440 4.96% 25.430 16.95% 
April 17.840 11.89% 40.432 26.95% 
Mei 36.340 24.23% 61.832 41.22% 
Juni 60.940 40.62% 81.832 54.55% 
Juli 104.507 69.67% 102.932 68.62% 
Agustus 122.694 81.80% 120.284 80.19% 
September 140.009 93.34% 133.584 89.06% 
Oktober 151.324 100.88% 151.018 100.68% 
November     
Desember     

 

Program Target Capaian 
Petani 150.000 151.018 
Nelayan 150.000 151.324 
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3.3. Persentase (%) Pengembangan Digital Entrepreneurship

Gerakan Nasional 1000 Startup Indonesia adalah sebuah program dari Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang bertujuan untuk mendorong tumbuhnya kewirausahaan di Indonesia, khususnya di 

industri digital. Memiliki semangat untuk dijalankan sebagai gerakan nasional, program ini melibatkan 

akademisi, industri/korporasi, pemerintah K/L, media, komunitas, termasuk di dalamnya stakeholder 

esensial dalam industri digital yaitu, inkubator, venture capital, dan coworking space.

Gerakan ini dimulai Oktober 2016 di sepuluh kota Indonesia dan telah menarik lebih dari 78 ribu 

pendaftar pada Oktober 2019.

Selain, memiliki tujuan untuk mendongkrak jumlah startup digital di Indonesia, Gerakan Nasional 1000 

Startup Digital Indonesia juga mendorong anak muda Indonesia untuk dapat berkontribusi terhadap 

penyelesaian masalah enam sektor industri di Indonesia; agrikultur, pariwisata, pendidikan, keseha-

tan, logistik, dan energi terbarukan secara digital.
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Gambar 15 Tahapan Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital

ignition, yaitu seminar untuk menanamkan pola pikir entrepreneurship. Dari peserta ignition yang 

terjaring tersebut, peserta melanjutkan ke tahap 

workshop untuk diberikan pembekalan keahlian yang  dibutuhkan dalam membuat sebuah start-

up digital. Berbekal ilmu dari workshop tersebut, peserta melanjutkan ke tahap 

hackathon untuk menghasilkan prototipe produk dari ide solusi aplikasi. Setelah itu, peserta akan 

memasuki tahap  bootcamp, yang merupakan sesi mentoring mendalam untuk menyiapkan strategi 

peluncuran produk.

incubation, adalah sesi pembinaan lanjutan sampai akhirnya siap menjadi bagian ekosistem startup 

digital, dalam tahap ini peserta terpilih akan diinkubasi selama kurang lebih tiga bulan di setiap kota.

Tahapan yang dilakukan:
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Gambar 16 Wapres Jusuf Kalla membuka acara Ignite the Nation di Jakarta

Gambar 17 Peserta Ignite the Nation Jakarta, 18-08-2019
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Gambar 18 Total Tim Startup Digital 2019

Kegiatan Ignition di 10 kota telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu mencapai 

13.942 peserta (tidak termasuk SWI). Bahkan ada kota yang mencapai hampir dua kali lipat 

atau 4 kali lipat dari rencana. 

Kegiatan Program 1000++ Startup Digital bersifat lebih inklusif dengan tercapainya rata-rata 

35 persen peserta perempuan di 10 kota tempat diselenggarakan Program.

Dalam waktu kurang dari satu tahun telah terlibat banyak pemangku kepentingan penting 

yaitu 9 pemerintah, 5 unicorns, 8 venture capitals, 8 korporasi serta lebih dari 9 pembangun 

ekosistem.

Konsistensi dan kesamaan sektor/tema yang diambil peserta baik dari program yang dulu 

maupun yang tahun 2019 yaitu Pendidikan, Agrikultur, Pariwisata dan Kesehatan. 

Peningkatan jumlah Instagram followers dari 11K (mulai pertengahan 2019) menjadi 38K (naik 

lebih dari 2 kali lipat).

Total jumlah startup digital binaan SWI di 13 kota adalah 171 tim dan 1000++ Startup Digital 

di 10 kota adalah 177 tim. Masing-masing tim terdiri dari 3 sampai 5 peserta.

Capaian Digital Technopreneur pada tahun 2019 mencapai 456 tim dari 430 tim (106%), dengan 

rincian sebagai berikut:

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Selama pelaksanaan program Digital Entrepreneurship, juga dilaksanakan program Next Indonesian 

Unicorn (NextICorn) yang merupakan langkah berikutnya untuk mengakselerasi startup-startup Indo-

nesia kelas menengah ke atas yang telah terkurasi kualitasnya yang berpotensi menjadi unicorn 

dengan investor global yang memiliki track record melahirkan unicorn-unicorn dunia maupun investor 

nasional untuk memperoleh pendanaan dan diharapkan nantinya sehingga akan lahir unicorn Merah 

Putih berikutnya di Indonesia.

Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan Ignite the Nation yaitu penyegaran dari program Gerakan 1000 

Startup yang sudah dijalankan selama 2,5 tahun berjalan. Gerakan ini diorkestrasi oleh KIBAR sebagai 

partner dan diadakan di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan 400 lebih mentor dan 150 lebih part-

ner. Setelah melalui tahap-tahap ignition, workshop, bootcamp, maka telah dilahirkan 253 startup 

yang telah siap untuk mendapatkan program inkubasi. Diharapkan dengan jumlah startup yang 

berpartisipasi, jumlahnya diharapkan akan meningkat menjadi 5000 startup dalam 5 tahun

Sejak dimulainya Gerakan 1000 Startup Digital ini pada Oktober 2016 , telah lahir sebanyak 131 tim 

startup  pada tahun 2017,  453 tim pada tahun 2018 , serta 456 tim pada tahun 2019 . Total tim yang 

dilahirkan dari program ini sampai dengan tahun 2019 adalah 1040 tim startup digital. Secara persen-

tase capaian target, pada tahun 2019 ini mencapai 106 % dari target 430 sesuai target yang tertuang 

pada dokumen Renja 2019 dan aplikasi KRISNA. Capaian ini dapat direalisasikan dengan strategi 

memperbanyak stakeholder untuk berkolaborasi serta melibatkan lebih banyak pihak seperti Telkom, 

Telkomsel, LinkAja, Pertamina, Bukalapak, Dayamaya, KUMPUL, UGM dan 400 partner lainnya.

Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan Ignite the Nation yaitu penyegaran dari program Gerakan 1000 

Startup yang sudah dijalankan selama 2,5 tahun berjalan. Gerakan ini diorkestrasi oleh KIBAR sebagai 

partner dan diadakan di 10 kota di Indonesia dengan melibatkan 400 lebih mentor dan 150 lebih part-

ner. Setelah melalui tahap-tahap ignition, workshop, bootcamp, maka telah dilahirkan 253 startup 

yang telah siap untuk mendapatkan program inkubasi. Diharapkan dengan jumlah startup yang 

berpartisipasi, jumlahnya diharapkan akan meningkat menjadi 5000 startup dalam 5 tahun

Sejak dimulainya Gerakan 1000 Startup Digital ini pada Oktober 2016 , telah lahir sebanyak 131 tim 

startup  pada tahun 2017,  453 tim pada tahun 2018 , serta 456 tim pada tahun 2019 . Total tim yang 

dilahirkan dari program ini sampai dengan tahun 2019 adalah 1040 tim startup digital. Secara persen-

tase capaian target, pada tahun 2019 ini mencapai 106 % dari target 430 sesuai target yang tertuang 

pada dokumen Renja 2019 dan aplikasi KRISNA. Capaian ini dapat direalisasikan dengan strategi 

memperbanyak stakeholder untuk berkolaborasi serta melibatkan lebih banyak pihak seperti Telkom, 

Telkomsel, LinkAja, Pertamina, Bukalapak, Dayamaya, KUMPUL, UGM dan 400 partner lainnya.
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A. RPM Interoperabilitas Data dan Informasi

Program Gerakan 1000 Startup Digital pada tahun 2020,  masih akan dilaksanakan dengan target 

dapat melahirkan 20 startup digital aktif dan sampai dengan tahun  2024, sesuai dengan Rencana 

Strategis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, diharapkan terdapat 150 startup digital yang 

berkualitas. Hal - hal yang menjadi kendala pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional 1000 Startup 

Digital adalah sebagai berikut :

o   Agenda program sering berubah. Imbas dari inkosistensi jadwal adalah sulitnya mendapatkan   

     speaker atau mentor yang menjadi wishlist pada perencanaan kegiatan;

o   Peserta belum memiliki pemahaman yang baik terkait tujuan diadakannya kegiatan tertentu;

o   Kemampuan beberapa local partner belum cukup baik untuk memperkuat ekosistem di kotanya;

o   Pemahaman berbeda dari beberapa fasilitator terkait materi yang disampaikan;

o   Ketergantungan yang tinggi terhadap local partner untuk merekrut fasilitator;

o   Overview materi tidak diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan acara;

o   Terdapat ketidaksinambungan materi dari satu tahapan ke tahapan yang lain.

Sesuai amanat Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE), Direktorat Jenderal Aptika, Kementerian Kominfo berperan dalam penyusunan regula-

si dan implementasi. Regulasi yang dirumuskan di antaranya RPM Interoperabilitas Data dan 

Informasi, panduan penyusunan kamus kompetensi, panduan JFT Manggala Informatika, dan 

kajian akademik e-government sedangkan dari sisi implementasi terdiri dari fasilitasi pelayanan 

administrasi pemerintahan yang terintegrasi dan pengembangan layanan berbasis teknologi 

layanan berbagi pakai. Fasilitasi layanan administrasi yaitu layanan perizinan terintegrasi 

Online Single Submission Pemerintah Daerah (SiCantik), layanan e-Office Nasional, layanan 

mail.goid , sedangkan untuk pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai 

berupa pengembangan aplikasi SiMantra.  

Pada bulan Oktober 2018 terbit Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memberikan amanat kepada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika untuk menyusun berbagai regulasi turunannya, salah satunya 

terkait Interoperabilitas. Subdit Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan melakukan peny-

usunan RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data dan Informasi guna mengakomodir dina-

mika regulasi yang terjadi.

3.1. Persentase (%) Penyelesaian Inisiatif Strategis yang Menjadi
         Kewenangan Kominfo Dalam Rangka Mendukung Implementasi
         Perpres No. 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
         Elektronik (SPBE)
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Seluruh manfaat ini pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya rakyat terhadap 

pemerintah. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan jika berbagai sistem yang sudah ada 

dapat saling berbicara dan saling membantu. Tidak akan ada lagi wajib pajak yang tidak 

terdeteksi, meminimalisir lamanya waktu proses perizinan, semakin mudahnya untuk 

memeriksa kebenaran data diri yang diberikan seseorang dan lain sebagainya. Tentu saja, 

sebelum hal ini dapat tercapai, keseriusan seluruh elemen pemerintahan dalam mewujudkan 

Interoperabilitas Data dan Informasi sangat diperlukan.

Namun demikian, kondisi saat ini implementasi Interoperabilitas Data dan Informasi belum 

terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan: 

a.   Belum semua Instansi Penyelenggara Negara ( IPN) telah menyelenggarakan  

      Interoperabilitas Data dan informasi; dan 

b.   Belum adanya acuan atau peraturan yang dapat dijadikan Standar Interoperabilitas Data  

      dan Informasi bagi semua IPN. 

Akibatnya sebagian atau hampir seluruh aplikasi-aplikasi milik pemerintah tersebut belum 

dapat berbicara dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Padahal, sering kali ada dua atau 

lebih lembaga Pemerintah yang membutuhkan data yang sama. Selain itu, tidak jarang suatu 

lembaga membutuhkan data yang dimiliki lembaga lainnya, contohnya data kependudukan 

dan identitas penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data ini 

tentu dibutuhkan oleh seluruh lembaga pemerintah lainnya, khususnya untuk memeriksa 

kebenaran status kewarganegaraan serta data pribadi lainnya. Apabila sistem-sistem yang 

membutuhkan data tersebut dapat berkomunikasi secara otomatis dengan sistem yang 

dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan ada banyak proses administratif 

yang dapat disederhanakan. Tentu saja hal tersebut akan secara langsung dapat 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai pemerintah dan juga masyarakat yang 

menggunakan layanan tersebut.  

Interoperabilitas Data dan Informasi dilingkup Pemerintahan saat ini sudah menjadi salah satu 

kebutuhan utama dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik di Indonesia. Interoperabili-

tas mutlak diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung ke jaringan (atau 

yang lebih dikenal sebagai e-Service) dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain. 

Adanya komunikasi efektif tentu akan memberikan banyak manfaat bagi seluruh pihak, baik 

bagi pemerintah maupun masyarakat umum. 

Ada banyak manfaat yang dapat diberikan dari Interoperabilitas Data dan Informasi, di antara-

nya adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi kinerja aparat dan layanan pemerintahan.

b. Meningkatkan transparansi pemerintahan.

c. Membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan.

d. Memudahkan pencarian informasi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. 
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Memandang beberapa hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Interoperabilitas Data 

dan Informasi; yang dapat menjadi acuan dan standar bagi IPN dalam menerapkan / 

mengimplementasikan Interoperabilitas Data dan Informasi.

Interoperabilitas Data dan Informasi dilingkup Pemerintahan saat ini sudah menjadi salah 

satu kebutuhan utama dalam pemerintahan berbasis sistem elektronik di Indonesia. 

Interoperabilitas mutlak diperlukan agar berbagai layanan pemerintah yang terhubung ke 

jaringan (atau yang lebih dikenal sebagai e-Service) dapat berkomunikasi secara efektif 

satu sama lain. Adanya komunikasi efektif tentu akan memberikan banyak manfaat bagi 

seluruh pihak, baik bagi pemerintah maupun masyarakat umum. 

Ada banyak manfaat yang dapat diberikan dari Interoperabilitas Data dan Informasi, di 

antaranya adalah: 

a. Meningkatkan efisiensi kinerja aparat dan layanan pemerintahan. 

b. Meningkatkan transparansi pemerintahan. 

c. Membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan. 

d. Memudahkan pencarian informasi, baik untuk pemerintah maupun masyarakat. 

Seluruh manfaat ini pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya rakyat terhadap 

pemerintah. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan jika berbagai sistem yang sudah 

ada dapat saling berbicara dan saling membantu. Tidak akan ada lagi wajib pajak yang 

tidak terdeteksi, meminimalisir lamanya waktu proses perizinan, semakin mudahnya untuk 

memeriksa kebenaran data diri yang diberikan seseorang dan lain sebagainya. Tentu saja, 

sebelum hal ini dapat tercapai, keseriusan seluruh elemen pemerintahan dalam 

mewujudkan Interoperabilitas Data dan Informasi sangat diperlukan.

Namun demikian, kondisi saat ini implementasi Interoperabilitas Data dan Informasi belum 

terlaksana secara optimal. Hal ini dikarenakan: 

a.   Belum semua Instansi Penyelenggara Negara (IPN) telah menyelenggarakan     

      Interoperabilitas Data dan informasi; dan 

b.   Belum adanya acuan atau peraturan yang dapat dijadikan Standar Interoperabilitas  

      Data dan Informasi bagi semua IPN. 
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Akibatnya sebagian atau hampir seluruh aplikasi-aplikasi milik pemerintah tersebut belum 

dapat berbicara dan berbagi data dengan aplikasi lainnya. Padahal, sering kali ada dua atau 

lebih lembaga Pemerintah yang membutuhkan data yang sama. Selain itu, tidak jarang suatu 

lembaga membutuhkan data yang dimiliki lembaga lainnya, contohnya data kependudukan 

dan identitas penduduk yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Data ini 

tentu dibutuhkan oleh seluruh lembaga pemerintah lainnya, khususnya untuk memeriksa 

kebenaran status kewarganegaraan serta data pribadi lainnya. Apabila sistem-sistem yang 

membutuhkan data tersebut dapat berkomunikasi secara otomatis dengan sistem yang 

dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka akan ada banyak proses administratif 

yang dapat disederhanakan. Tentu saja hal tersebut akan secara langsung dapat 

mempermudah dan mempercepat pekerjaan pegawai pemerintah dan juga masyarakat yang 

menggunakan layanan tersebut.  

Memandang beberapa hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penyusunan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika terkait Interoperabilitas Data dan 

Informasi; yang dapat menjadi acuan dan standar bagi IPN dalam menerapkan / 

mengimplementasikan Interoperabilitas Data dan Informasi.

Tantangan / kendala / hambatan dalam pelaksaan kegiatan penyusunan RPM Kominfo 

tentang Interoperabilitas Data dan Informasi.

Terdapat beberapa tantangan/kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksaan kegiatan 

penyusunan RPM Kominfo tentang Interoperabilitas Data dan Informasi, sebagai berikut :

Terbatasnya waktu dari Narasumber dalam pelaksanaan rapat pembahasan RPM 

Kominfo tentang Interoperabilitas Data dan Informasi.

Kurangnya atensi dari stakeholder terkait yang akan mengimplementasikan 

Interoperabilitas Data baik di Instansi Pusat maupun di Pemerintah Daerah.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman pengelola layanan TIK di Instansi Pusat dan 

Pemerintah Daerah mengenai Interoperabilitas Data dan Informasi, sehingga kurang 

dapat memberi masukan pada saat pembahasan penyusunan RPM ini.

Perubahan kebijakan nasional dalam skema penyusunan regulasi di lingkungan 

Pemerintah.  

Adanya ketidakseragaman konsep Interoperabilitas dari regulasi yang menjadi dasar 

penyusunan RPM ini (PP 71/2019, Perpres 95/2018, perpres 39/2019, PP 24/2018)

1.

2.

3.

4.

5.
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Rapat Pembahasan Lanjutan Batang Tubuh RPM Penyelenggaraan lnteroperabilitas Sistem Elektronik pada Badan Pemerintah.

Solusi/rekomendasi/saran/perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan RPM 

Interoperabilitas Data dan Informasi.

Menyusun jadwal rapat pembahasan RPM per kegiatan setiap bulan dan menghubungi 

Narasumber lain yang kompeten.

Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder terkait secara lisan dan tulisan.

Mengundang Instansi yang memahami dan telah menerapkan Interoperabilitas Data dan 

Informasi.

Berkoordinasi dengan Bagian Hukum & Kerjasama Set. Ditjen APTIKA dan Biro Hukum 

Kementerian Kominfo.

Menggunakan konsep Interoperabilitas Data dan Informasi berdasarkan peraturan yang 

menjadi amanat langsung penyusunan RPM Interoperabilitas Data dan Informasi.

Hasil Kegiatan Penyusunan RPM Interoperabilitas Data dan Informasi.

1.

4.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

Sampai dengan saat ini, status hasil kegiatan penyusunan RPM Interoperabilitas Data dan 

Informasi, sebagai berikut: 

Draft RPM Interoperabilitas Data dan Informasi telah selesai disusun.

Draft RPM Interoperabilitas Data dan Informasi telah disampaikan dari Dirjen APTIKA 

kepada Menteri Kominfo untuk dilakukan Konsultasi Publik RPM Interoperabilitas Data 

dan Informasi sebagaimana Nota Dinas No. 789/DJAI/HK.02.01/11/2019 tanggal 12 

November 2019.

Draft RPM Interoperabilitas Data dan Informasi telah dilakukan harmonisasi peraturan 

dilingkungan Kementerian Kominfo pada tanggal 25 Oktober 2019 di The Margo Hotel, 

Depok.

Draft RPM Interoperabilitas Data sedang dalam proses konsultasi publik.
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Diskusi Publik tentang Penyelenggaraan Interoperabilitas Data untuk penerapan SPBE

B.  Aplikasi Perkantoran siMaya

Sistem Administrasi Perkantoran Maya atau disebut siMaya adalah aplikasi administrasi 

perkantoran yang mendukung proses manajemen persuratan untuk memudahkan proses 

pencarian dan pengarsipan. Implementasi siMaya dilakukan pada instansi Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas, dan produktivitas kerja, serta 

tertib administrasi.

Aplikasi siMaya dikembangkan oleh Subdirektorat Aplikasi Layanan Pemerintahan Direktorat 

e-Government Kementerian Komunikasi dan Informatika RI berdasarkan Tata Naskah Dinas 

Elekronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) No. 

6 Tahun 2011 mengenai Tata Naskah Dinas Elektronis di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Beberapa fitur dari siMaya adalah Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi Masuk, Disposisi 

Keluar, Disposisi Inisiatif, PNSBook (Linimasa, Status, Profil, Berbagi foto dll), Asisten, Arsip, 

Administrasi Kecamatan, Administrasi Kelurahan, Administrasi Kepegawaian.(Kementerian 

Komunikasi dan Informatika, 2015)

Versi terbaru dari siMaya yang terbaru adalah siMaya versi 5 yang sudah mendukung teknologi 

cloud computing yang tidak dimiliki oleh siMaya versi sebelumnya.
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Berikut poin-poin kelebihan siMaya dengan Teknologi Cloud :

1. Daerah tidak perlu memiliki server, tidak perlu mengelola jaringan

2. Helpdesk cukup di pusat

3. Bisa diakses dari mana saja

4. Mudah untuk integrasi

Cloud computing atau disebut cloud adalah jenis sistem paralel dan terdistribusi yang terdiri 

dari kumpulan komputer yang saling terhubung dan tervirtualisasi secara dinamis ditetapkan 

dan disajikan sebagai satu atau lebih sumber daya komputasi terpadu berdasarkan perjanjian 

tingkat layanan yang ditetapkan melalui negosiasi antara penyedia layanan dan konsumen. 

(Buyya, Yeo, Venugopal, Broberg, & Brandic, 2009).

Armbrust (2010) mendefinisikan cloud computing mengacu pada aplikasi yang diberikan oleh 

penyedia layanan melalui internet dan perangkat keras dan sistem perangkat lunak dalam 

pusat data yang menyediakan layanan tersebut.

Aplikasi siMaya dapat dikatogerikan sebagai Software as a Service (SaaS) berdasarkan definisi 

yang ditetapkan oleh National Institute of Standards and Technology (2010) yaitu aplikasi yang 

dapat diakses melalui berbagai perangkat melalui antarmuka klien, seperti web browser 

(contohnya, email berbasis web), atau sebuah antarmuka program.

Penggunaan teknologi cloud yang diterapkan pada siMaya versi 5 ini bertujuan untuk 

memberikan kemudahan kepada instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang 

ingin mengimplementasikan siMaya namun tidak memiliki Sumber Daya Manusia ataupun 

Infrastruktur yang memadai untuk melakukan implementasi siMaya versi sebelumnya.

Implementasi pada siMaya versi sebelumnya hanya memungkinkan implementasi non-cloud 

untuk instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang memiliki infrastruktur berupa 

server dan sumber daya manusia yaitu administrator server.

Pada siMaya versi 5 dengan implementasi cloud, server ada pada server cloud yang 

disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Instansi Kementerian/ 

Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai pengguna siMaya akan diberikan akses sebagai 

pengguna layanan.
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Gambar 19 Cara kerja Software as a Service

Selain instansi pemerintahan, teknologi cloud juga sudah diterapkan oleh pelaku-pelaku 

bisnis lain. James Tandy & Siswono (2013) mengemukakan tiga alasan utama pelaku bisnis 

menggunakan teknologi cloud yaitu :

1. Cloud adalah model layanan berbasis internet untuk menampung sumber daya sebuah  

    perusahaan yang mana artinya perusahaan tidak perlu lagi memiliki infrastruktur  

    dikarenakan adanya perusahaan yang menyediakan fasilitas penyimpanan di internet;

2. Perusahaan dapat melakukan penekanan biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian  

    infrastruktur dan software;

3. Perusahaan tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai IT karena sudah  

    didukung oleh perusahaan yang menyediakan layanan penyimpanan.

Armbrust (2010) telah melakukan uji coba terhadap penggunaan sumber daya pada sistem 

non-cloud yang dapat berpotensi mengakibatkan kerugian. Adanya waktu puncak dan 

keterbatasan kapasitas sumber daya dapat menyebabkan  sumber daya yang terbuang  

atau kekurangan  sumber daya yang menyebabkan pengguna menjadi tidak terlayani oleh 

sistem.

Gambar 2. (a) Waktu puncak dapat diantisipasi dengan tepat, sumber daya (area yang 

diarsir) terbuang di luar waktu puncak, (b) Pengguna yang tidak terlayani (area yang diarsir) 

dikorbankan karena sumber daya saat puncak tidak terpenuhi, (c) beberapa pengguna 

berhenti menggunakan layanan secara permanen setelah mengalami layanan yang buruk.
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Selain beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi cloud, James Tandy & Siswono 

(2013)  juga mengemukakan beberapa risiko penggunaan cloud yaitu :

1.  User tidak mengetahui secara fisik apa yang terjadi pada datanya, hanya berharap pada  

     tanggung jawab provider;

2.  Ketika data tersimpan secara eksternal, bencana sul i t  dihadapi karena hanya  

     mengandalkan provider dalam pemulihan.

3.  Ketika provider mengalami kepailitan.

Penggunaan cloud yang berarti menyerahkan data pada pihak lain menjadi risiko terbesar 

yang dihadapi pengguna layanan cloud. Pada kasus layanan cloud siMaya, instansi 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bertindak sebagai pengguna layanan cloud 

dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai provider penyedia jasa layanan 

cloud. Ini berart i  set iap instansi yang ingin menggunakan layanan siMaya harus 

mempercayakan data yang disimpan dalam server milik Kementerian Komunikasi dan 

Informatika RI.

Persyaratan bagi pengguna untuk mempercayakan penyimpanan data pada Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI dalam menggunakan layanan cloud siMaya dapat membuat 

pengguna ragu untuk mengimplementasikan siMaya versi 5 sehingga Kementerian 

Komunikasi dan Informatika RI sebagai penyedia jasa layanan untuk siMaya harus 

meyakinkan pengguna untuk dapat secara profesional menjamin keamanan server dan 

data pengguna.

Penyimpanan data /informasi elektronik yang dilakukan penyedia layanan cloud pada 

dasarnya merupakan bagian dari sebuah perjanjian layanan atau Service Level Agreement 

(SLA) yang disepakati antara penyelenggara cloud dengan customer. Penempatan data 

/informasi elektronik oleh penyedia layanan cloud secara teknis dapat dilakukan di mana 

saja sesuai dengan pertimbangan masing-masing  penyedia.(PT. Justika Siar Publika, 

2013).

Dalam penyelenggaraan siMaya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI bertindak 

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terikat pada Peraturan Pemerintah 

No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE). 

Beberapa konsekuensi yang harus dipatuhi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 

RI sebagai PSE dalam PP PTSE yaitu :

1. Penempatan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana serta mitigasi atas rencana  

    keberlangsungan kegiatan Penyelenggaraan SE (Pasal 17);

2. Pengamanan Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Pasal 18 s.d.Pasal 29);

3. Kewaj iban Sert ifikasi Kelaikan Sistem bagi PSE Pelayanan Publ ik (Pasal 30 s.d.  

    Pasal 32).
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Gambar 20 Jumlah Pengguna Simaya

Adapun jumlah pengguna Aplikasi SiMaya sampai bulan September dapat dilihat pada 

bagan di bawah ini :

PP PTSE sebagai dasar hukum dalam penggunaan layanan cloud dapat lebih meyakinkan 

pengguna layanan siMaya versi 5 untuk dapat lebih yakin menggunakan layanan siMaya 

versi 5. Diharapkan dengan banyaknya manfaat penggunaan siMaya, instansi pemerintahan 

dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya dan lebih patuh terhadap peraturan.

1. Layanan Domain.go.id dan Desa.id

Sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain 

Instansi Penyelenggara Negara, Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan 

telah menyelenggarakan Layanan Domain Instansi Penyelenggara Negara. Sejak tahun 

2018 proses pelayanan telah dilayani secara terintegrasi melalui layanan.kominfo.go.id.

Terhitung bulan Agustus 2019 telah terdaftar 4.114 domain .go.id dan 8.666 domain 

.desa.id. Adapun statistik domain tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bulan desa.id go.id 

Januari 7730 4039 

Februari  7885 4045 

Maret 8045 4069 

April 8187 4084 

Mei  8264 4095 

Juni 8328 4101 

Juli 8437 4106 

Agustus 8666 4114 

September 8976 4122 

Oktober  9291 4127 
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Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan nama domain resmi 

Instansi Penyelenggara Negara, maka Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan 

telah melakukan Sosialisasi dan Bimtek Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara. Pada 

tahun 2019 ini telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan, yaitu :

1. 18 -19 Maret 2019, jumlah peserta 50 orang dari 25 Kabupaten/Kota;

2. 21 - 22 Mei 2019, jumlah peserta 60 orang dari 25 Kabupaten/Kota

2. Pendaftaran Sistem Elektronik (Instansi Penyelenggara Negara)

Aplikasi Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Aplikasi Pendaftaran) 

adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melayani 

pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara yang merujuk kepada Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2015 yang merupakan turunan dari Peraturan 

Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Aplikasi ini diadakan guna mendukung Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 

e-Government Nasional Indonesia dalam pengembangan implementasi Sistem Elektronik 

Instansi Penyelenggara Negara. Dengan demikian dapat terwujud kesamaan pemahaman, 

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah untuk memanfaatkan Sistem Elektronik 

sebagai penunjang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Penyelenggara Negara yang 

terintegrasi secara nasional, antara lain:

1.  Mendukung pemetaan Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

2.  Mendukung koordinasi pengembangan kebijakan dan strategi nasional pemanfaatan  

     teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Government);

3.  Mendorong pengembangan kapasitas Instansi Penyelenggara Negara memberikan layanan  

     publik dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;

4.  Mendorong pertumbuhan pemanfaatan Sistem Elektronik untuk Instansi Penyelenggara  

     Negara;

5.  Memudahkan masyarakat untuk mengakses Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara  

     Negara.

Aplikasi ini dapat diakses melalui laman https://www.layanan.go.id Pengguna aplikasi ini 

antara lain:

1.  Masyarakat umum untuk mencari informasi layanan yang tersedia;

2.  Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pendaftar  

     yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas  

     melakukan pendaftaran Sistem Elektronik;

3.  Administrator Pendaftaran (Administrator) yang merupakan pegawai Kementerian  

     Komunikasi & Informatika Republik Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses  

     pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.
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Tabel 7 Hasil Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara per 1 September 2019

Tabel 8 perkembangan pelaksanaan pendaftaran sistem elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara Tahun 2015 dan 2018

Program Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sudah dilaksanakan 

sejak tahun 2015 dan dapat kami rangkum hasil pendaftaran per 1 September 2019 di bawah 

ini:

Dapat kami informasikan juga perkembangan pelaksanaan pendaftaran sistem elektronik oleh 

Instansi Penyelenggara Negara Tahun 2015 dan 2018 adalah sebagai berikut:

No 
Instansi Penyelenggara Negara yang Telah 
Menda�ar 

Jumlah 
Instansi 

Jumlah Sistem 
Elektronik yang 
dida�arkan 

1 Pemerintah Pusat 

      a.    Kementerian   5 82 

      b. Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
(LPNK) 

21 134 

      c.     Lembaga Non Struktural 2  15 

2 Pemerintah Daerah 

        a.    Provinsi 11 554 

        b.    Kabupaten 111 906 

        c.     Kota 47 831 

Jumlah Total 197 2522 

 

No. Instansi Penyelenggara Negara 

Instansi yang Telah Mendaftar 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pemerintah Pusat 

  a.    Kementerian   3 4 4 5 5 

  
b.    Lembaga Pemerintah Non Kementerian 

(LPNK) 
2 20 21 21 21 

  c.     Lembaga Non Struktural -  - - 2 2 

2 

Pemerintah Daerah 

a.    Provinsi 3 5 8 9 11 

b.    Kabupaten 27 37 80 90 111 

c.     Kota 10 16 28 36 47 

JUMLAH TOTAL  45 82 141 163 197 
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3.  Layanan Pusat Data Pemerintah (Puspita)

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dengan anggaran investasi infrastruktur yang 

terbatas dapat memanfaatkan infrastruktur serta layanan yang disediakan oleh Direktorat 

Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) seperti layanan hosting dan Virtual 

Private Server (VPS) melalui jaringan yang diamankan melalui PNSBox.

Lembaga atau instansi pemerintah mutlak harus dapat saling terhubung serta berintegrasi 

untuk pertukaran informasi, berbagi sumber daya dan mempermudah koordinasi. 

Direktorat Layanan Apl ikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) menghadirkan IaaS 

(Infrastructure as a Services) untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kegiatan ini berfokus pada penyediaan layanan hosting dan VPS untuk pemerintah daerah 

yang tidak memiliki anggaran untuk membeli perangkat server dan penyewaan space 

hosting. Maka dari itu, Subdit Teknologi Infrastruktur  dan Interoperabilitas Pemerintahan 

melalui Direktorat LAIP menyediakan fasilitas hosting website ber-platform opensource 

disertai fasilitas DNS.

Keuntungan operasional yang didapat:

a. Generic Firewall

b. IP Security

c. Intrusion Detection System (IDS)

d. Packet Queueing and Filtering

e. Content Filtering System

f. Reverse Proxy

Hosting

Ketentuan Fasilitas Hosting :

Bahwa Hosting di DC E-Gov harus ada surat permohonan dari Sekda/Bupati/Kadis 

Kominfo/Ka Pusdata/Sekjen Kementerian, yang ditujukan kepada Direktur LAIP;

Alokasi Hosting adalah sebesar 5 GB untuk setiap Kabupaten/Kota. 10 GB untuk 

Pemerintah Provinsi atau Instansi Pusat;

Permohonan hosting diperuntukkan level Kab/Kota, Provinsi, Badan. Kementerian 

(Second leveldomain). Jadi tidak diperkenankan untuk level Dinas atau di bawahnya

Hosting Packages :

a. Packages_5GB : Paket biasa dengan kapasitas 5GB

b. Packages_5GB_Shell : Paket dengan  kapasitas 5GB dan akses shell

c. Packages_DNS : Hanya fasilitas DNS tanpa media penyimpanan

1.

2.

3.
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4.  Layanan Private Network Security (PNS) Box

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dengan anggaran investasi infrastruktur yang 

terbatas dapat memanfaatkan infrastruktur serta layanan yang disediakan oleh Direktorat 

Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) seperti layanan hosting dan Virtual 

Private Server (VPS) melalui jaringan yang diamankan melalui PNSBox.

Lembaga atau instansi pemerintah mutlak harus dapat saling terhubung serta berintegrasi 

untuk pertukaran informasi, berbagi sumber daya dan mempermudah koordinasi 

Penyelenggaraan kepemerintahan melalui TIK semakin meningkat, Kementerian, Provinsi, 

Kabupaten, Kota sebagian besar telah memiliki jaringan TIK, Belum terjadinya interkoneksi 

jaringan pemerintah, Kebutuhan pertukaran data antar kepemerintahan semakin 

mendesak sehingga Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) 

menghadirkan IaaS (Infrastructure as a Services) untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kegiatan pelaksanaan PNSBox ini dilaksanakan untuk memberikan arahan kebijakan 

dalam penetapan master plan infrastruktur jaringan pemerintah pusat dan daerah yang 

dapat di integrasikan. Selain i tu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan 

pembangunan infrastruktur jaringan informasi dan komunikasi nasional yang terpadu, 

terencana dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun stakeholder. Serta 

meningkatkan Kualitas Layanan electronic-Government (e-Gov).

Kegiatan implementasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) PNSBox ini dilaksanakan di setiap 

masing-masing daerah di Indonesia yang membuat permohonan untuk integrasi jaringan 

pemerintah. Untuk melaksanakan kegiatan ini, tim teknis yang dikirim dari Kementerian 

Kominfo pusat memberikan bimbingan Training of Trainer kepada tim teknis pemerintah 

daerah agar tim teknis dari daerah dapat mengoperasikan PNSBoxnya sendiri-sendiri. 

Virtual Private Server (VPS)

Ketentuan VPS Services 

 a.  Bahwa permohonan fasil itas VPS harus ada surat permohonan dari Sekda/  

      Bupati/Kadis Kominfo/Ka Pusdata/Sekjen Kementerian, yang ditujukan kepada   

                 Direktur LAIP.

 b.  A lokas i  VPS adalah sebesar  32GB utk set iap Kabupaten/Kota.  Dengan  

                 menggunakan OS Ubuntu. (kecuali terdapat permintaan khusus)

List Pengguna Hosting :

 a.  Akun Kab/Kota : 89

 b.  Akun Desa : 45

List Pengguna VPS : terdiri atas 19 Layanan di K/L dan Daerah
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Kegiatan ini berfokus pada pengimplementasian jaringan intra pemerintah menggunakan 

PNSBox.

PNS Box adalah sistem berbasis “Open-Source” dengan sistem operasi dasar 

FreeBSD. PNS Box adalah suatu sistem yang memiliki similaritas dengan sistem lainnya 

yang dikembangkan oleh komunitas internasional, seperti:

 pfSense (berbasis sistem operasi FreeBSD)

 ShoreWall (berbasis sistem operasi Linux)

 BackTrack (berbasis sistem operasi Linux)

 Dan lain sebagainya

PNS Box dapat diimplementasi pada jaringan berskala kecil, besar, dan enterprise, 

dengan beberapa solusi edisi yang berbeda sesuai kebutuhan, antara lain:

 Solusi Pelayanan, Pengaturan, dan Pengamanan Jaringan

 Solusi Proxy, Accelerator, dan Bandwidth Management

 Solusi NMS

 Solusi Pelayanan Aplikasi dan Email

Fitur-fitur dalam PNS Box bersifat fleksibel yang dapat diaktif/non-aktifkan sesuai 

kebutuhan, skala jaringan, dan spesifikasi hardware. Adapun Fitur-fitur PNSBox

Fungsi Pelayanan Jaringan, antara lain:

 Generic Router (OSPF, BGP, static routing)

 VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

 NAT (Network Address Translation) Service

 Bandwidth Management System

 Time (NTP) Server

 SNMP (Simple Network Management Protocol) Server

 Local DNS (Domain Name Service)

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Service

 Tunneling (VPN) Service

 Data Compression

 Proxy/Caching System (TRUST+ Positif)

 LDAP Server

Fungsi Pengamanan dan Pengaturan Jaringan, antara lain:

 Firewall, CARP, IPSec

 IDS (Intrusion Detection System)

 Packet Queuing and Filtering (Bandwidth Management)

 Content Proxy and Filtering System

 VPN (Server-to-Server, Client-to-Server)
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Topologi PNSBox

Fungsi Monitoring Jaringan, antara lain:

 Centralized Control and Reporting

 Distributed Enterprise Network Monitoring System

 Asset Management (SNMP based, Discovery, dan Agent-based)

Fungsi Pelayanan Aplikasi dan High Availability, antara lain:

 Reverse Proxy dan Traffic Accelerator

 Load Balancer

 Web Server

 Application Platform

 Database Service

 Data Replication and Synchronization

Fungsi Pelayanan Email, antara lain:

 Mail Transport Agent (MTA)

 SMTP/IMAP/POP3 Server

 Anti Spam

 Groupware Webmail

 Email Management System
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Implementasi PNSBox

Implementasi pada Jaringan e-Gov antar Instansi dan Daerah

Implementasi Pengamanan pada Data Center e-Gov
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Gambar 21 Kegiatan Sosialisasi PNSbox

Implementasi High Availability
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Gambar 22 Sambutan Direktur LAIP pada kegiatan PNSbox

Gambar 23 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengamanan Jaringan Intra Pemerintah

Gambar 24 Screenshot Aplikasi PNSBox

Gambar 25 PNSBox
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Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (siCantik)

 Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui Direktorat Layanan Aplikasi 

Informatika Pemerintahan senantiasa berupaya mendukung peningkatan implementasi TIK di 

pemerintahan, salah satunya melalui pengembangan platform aplikasi online perizinan terpadu 

yang dikenal dengan SICANTIK (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik). 

SICANTIK dapat digunakan secara gratis oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam rangka implementasi Pelayanan Secara 

Elektronik (PSE). Keberadaan SICANTIK diharapkan dapat membantu penyelenggaraan 

layanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh PTSP Pemerintah. 

 SICANTIK dirancang untuk menangani proses perizinan dan non-perizinan, mulai dari 

tahap permohonan sampai dengan penerbitan dokumen, dan pembuatan laporan eksekutif 

yang terintegrasi. Saat ini SICANTIK telah dikembangkan menjadi aplikasi berbasis Cloud 

(SICANTIK Versi 5) yang mengakomodasi kebutuhan aplikasi sebagaimana ditentukan dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 dan kebutuhan integrasi Sistem OSS. 

SICANTIK Cloud dapat dikonfigurasi sesuai dengan SOP pelayanan perizinan maupun non 

perizinan di PTSP Pemerintah tanpa coding agar pelaksanaan layanan elektronik dapat 

dilaksanakan secara mandiri, murah, dan cepat.
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 Sampai dengan saat ini SICANTIK Cloud telah digunakan di 100 daerah dan telah 

menerbitkan 55.792 izin. SICANTIK Cloud sedang dalam proses integrasi izin lokasi di level 

teknis dengan OSS milik BKPM dan aplikasi milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. 

Selain itu juga sedang dilakukan pembahasan proses bisnis integrasi izin lingkungan dengan 

OSS dan aplikasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

 Pada bulan Agustus 2019, Dirjen Aptika dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman 

Modal BKPM telah menandatangani “Kesepakatan Bersama Pemanfaatan SICANTIK Sebagai 

Aplikasi Umum Dalam Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Daerah Guna 

Mendukung Implementasi Sistem Online Single Submission” di Ruang Anantakupa 

Kementerian Kominfo, sekaligus peluncuran logo baru SICANTIK Cloud.

Berbasis cloud, sehingga memudahkan proses implementasi di PTSP Daerah, tanpa 

perlu menyediakan dan mengelola perangkat keras (server) sendiri. Hal ini merupakan 

implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elek-

tronik, yang mengamanatkan pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi 

pakai

Bersifat umum (generic) dan dibangun dengan kode sumber terbuka (open source), 

aplikasi ini dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing PTSP penggu-

na, tanpa coding.

Tanda tangan digital, mendukung implementasi tanda tangan elektronik dengan sertifikat 

digital untuk pengesahan dokumen elektronik.

Terintegrasi dengan sistem OSS dalam rangka implementasi PP No. 24 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. SICANTIK Cloud 

siap memproses perizinan berusaha yang masuk melalui OSS sesuai dengan NSPK 

perizinan masing-masing sektor.

Dapat memproses perizinan secara terpadu melalui satu aplikasi mulai dari pendaftaran, 

pemeriksaan persyaratan administrasi, evaluasi teknis, persetujuan, penerimaan biaya 

perizinan, hingga pencetakan izin,

Dapat melayani proses pengajuan izin secara paralel, dimana masyarakat dapat mengaju-

kan satu permohonan untuk beberapa izin yang berbeda dan diproses secara bersa-

maan.

Mendukung implementasi Permendagri No. 10 tahun 2010 terkait Pelayanan Administrasi 

Kecamatan (PATEN) dan Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Terdapat fasilitas bagi masyarakat untuk memantau status permohonan izin secara online, 

dan menghasilkan laporan eksekutif untuk pimpinan, sehingga masyarakat maupun 

pimpinan instansi dapat memantau kinerja instansi terkait dalam menyelenggarakan 

layanan perizinan.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.
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Beberapa fitur SICANTIK Cloud antara lain:



Gambar 26 Bimbingan Teknis Aplikasi Perizinan Online Si Cantik Cloud

5.  Manajemen dan Kanal Pertukaran Data antar Instansi Pemerintah (MANTRA)

Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dengan anggaran investasi infrastruktur yang 

terbatas dapat memanfaatkan infrastruktur serta layanan yang disediakan oleh Direktorat 

Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) seperti layanan hosting dan Virtual 

Private Server (VPS) melalui jaringan yang diamankan melalui PNSBox.

Lembaga atau instansi pemerintah mutlak harus dapat saling terhubung serta berintegrasi 

untuk pertukaran informasi, berbagi sumber daya dan mempermudah koordinasi. 

Direktorat Layanan Apl ikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) menghadirkan IaaS 

(Infrastructure as a Services) untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Kegiatan ini berfokus pada penyediaan layanan hosting dan VPS untuk pemerintah daerah 

yang tidak memiliki anggaran untuk membeli perangkat server dan penyewaan space 

hosting. Maka dari itu, Subdit Teknologi Infrastruktur  dan Interoperabilitas Pemerintahan 

melalui Direktorat LAIP menyediakan fasilitas hosting website berplatform opensource 

disertai fasilitas DNS.

Gambar. Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemanfaatan SICANTIK Cloud di PTSP Daerah 

Untuk Mendukung Implementasi OSS oleh Dirjen Aptika dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman 

Modal BKPM, di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo, 30 Agustus 2019
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 Pada tahun 2020 SICANTIK Cloud diharapkan dapat digunakan di 34 provinsi dan 514 

kabupaten/kota. Selain OSS, SICANTIK Cloud juga terhubung dengan aplikasi milik 

pemerintah lainnya untuk menyediakan informasi terkait perizinan di daerah, yaitu oleh 

Monitoring Centre Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 

menyediakan data kinerja PTSP daerah terkait layanan perizinan ke masyarakat, serta aplikasi 

SIAP KERJA milik Kementerian Dalam Negeri untuk monitoring layanan PTSP daerah secara 

realtime. 



Keuntungan operasional yang didapat:

a.  Generic Firewall

b.  IP Security

c.  Intrusion Detection System (IDS)

d.  Packet Queueing and Filtering

e.  Content Filtering System

f.  Reverse Proxy

Hosting
Ketentuan Fasilitas Hosting :

a.  Bahwa Hosting di DC E-Gov harus ada surat permohonan dari Sekda/Bupati/Kadis  

     Kominfo/Ka Pusdata/Sekjen Kementerian, yang ditujukan kepada Direktur LAIP

b.  Alokasi Hosting adalah sebesar 5 GB untuk setiap Kabupaten/Kota. 10 GB untuk  

     Pemerintah Provinsi atau Instansi Pusat

c.  Permohonan hosting diperuntukkan level Kab/Kota, Provinsi, Badan. Kementerian  

     (Second leveldomain). Jadi tidak diperkenankan untuk level Dinas atau di bawahnya

Hosting Packages :

a. Packages_5GB : Paket biasa dengan kapasitas 5GB

b. Packages_5GB_Shell : Paket dengan  kapasitas 5GB dan akses shell

c. Packages_DNS : Hanya fasilitas DNS tanpa media penyimpanan

Virtual Private Server (VPS)

Ketentuan VPS Services :

a. Bahwa permohonan fasilitas VPS harus ada surat permohonan dari Sekda/Bupati/Kadis 

Kominfo/Ka Pusdata/Sekjen Kementerian, yang ditujukan kepada Direktur LAIP.

b. Alokasi VPS adalah sebesar 32GB untuk setiap Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan 

os ubuntu. (kecuali terdapat permintaan khusus)

List Pengguna Hosting :

a.  Akun Kab/Kota : 89

b.  Akun Desa : 45

List Pengguna VPS : K/L/D : 19 Layanan
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Visi Indonesia untuk menerapkan e-government secara menyeluruh dan menjadi raksasa 

ekonomi digital di ASEAN akan terhambat dengan fakta bahwa tingkat fraud pada ekosistem 

digital di Indonesia sangat tinggi dan rendahnya integritas dalam ekosistem digital Indonesia. 

Pemerintah perlu hadir untuk meningkatkan keamanan dan integritas ekosistem digital 

Indonesia. Program ini merupakan program penyediaan infrastruktur mekanisme public key 

infrastructure beserta ekosistemnya yang menjadi kebutuhan dasar industri digital di 

Indonesia. Program ini memiliki semangat untuk membangun infrastruktur identitas digital, 

menciptakan industri sertifikat digital di Indonesia dan menciptakan permintaan dari sertifikat 

digital di Indonesia.

Adapun dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik, yaitu:

a.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan  

    Transaksi Elektronik

b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang  

    Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelenggarakan tata kelola sertifikat digital nasional yang 

memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah Indonesia.

1. Pengakuan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Selama tahun 2019, Subdit Tata Kelola Sertifikasi Elektronik telah mencapai target jumlah 

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang mendapat pengakuan tersertifikasi. 

Proses pemberian pengakuan sendiri terdiri dari tahap evaluasi dokumen, interview terhadap 

kesesuaian, rencana bisnis perusahaan, dsb, serta audit terhadap fasilitas dan perangkat yang 

digunakan PSrE dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Proses audit juga melibatkan 

auditor independen. Hal ini dilakukan karena Lembaga Sertifikasi PSrE (LS-PSrE) belum 

terbentuk.

Sampai dengan bulan November 2019, dari 5 (lima) PSrE yang sudah mengajukan untuk 

mendapatkan pengakuan tersertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat 

disampaikan:

Saat ini ada 3 (tiga) PSrE yang telah lulus audit dan mendapatkan status pengakuan  

tersertifikasi.

Ada 2 (dua) PSrE yang telah dilakukan audit, namun dari hasil audit ada beberapa poin 

yang belum dapat dipenuhi oleh PSrE tersebut. Saat ini, PSrE tersebut sedang 

memperbaiki temuan audit. Akibatnya pengakuan tersertifikasi belum dapat diterbitkan 

dan masih diperlukan tambahan waktu audit tahap 2.

1 (satu) PSrE Instansi Penyelenggara Negara (BSRE-BSSN) juga mendapat status 

terdaftar pada bulan November 2019.

1.

2.

3.

3.2. Persentase Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang
         Naik Status Menjadi Tersertifikasi
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Gambar 27 Daftar PSrE yang telah mendapatkan status pengakuan tersertifikasi dan terdaftar

Tabel 9 Tabel detail daftar PSrE

Maka, pada tahun 2019 ini telah ada 6 PSrE Indonesia yang telah mendapat pengakuan dari 

Menteri Kominfo dengan rincian dalam tabel di bawah:

GDDalam rangka memenuhi kewajiban yang tercantum pada Peraturan Menteri Nomor 11 

Tahun 2018 pasal 4, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik mengajukan permohonan untuk 

memperoleh status Terdaftar, Tersertifikasi dan/atau Berinduk. 

Berikut detail 6 (enam) PSrE yang mendapat pengakuan tersertifikasi dan terdaftar dari 

Kementerian Komunikasi dan Informatika:

No Penyelenggara Ser�fikasi Elektronik 

1.  

 

2.  
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4. 

 

5. 

 

6. 

 

3.   
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Gambar 28 Pemanfaatan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen
dan Transaksi Elektronik di Kota Semarang, 24 September 2019

Tabel 10 Tabel kegiatan promosi dan bimtek

2. Promosi dan Bimtek Pemanfaatan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik  

    pada Dokumen dan Transaksi Elektronik

Dalam rangka percepatan pemanfaatan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan menciptakan 

ekosistem Sertifikasi Elektronik di Indonesia, serta pengenalan tentang Penyelenggara 

Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia yang telah mendapat Pengakuan dari Pemerintah, Sub 

Direktorat Tata Kelola Sertifikasi Elektronik telah melakukan promosi dan bimtek pemanfaatan 

dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik di 5 (l ima) Provinsi, yang melibatkan tim 

Direktorat Tata Kelola Aptika, tim Direktorat Pengendalian Aptika, tim Pemerintah Provinsi 

tempat pelaksanaan seminar, Perwakilan tim PSrE Indonesia serta Praktisi IT. Segmen peserta 

berasal dari Pemprov/kabupaten/Kota, Aparat Penegak Hukum, Perbankan & Fintech, BUMN, 

Akademisi , Notaris, serta Komunitas IT. 

Adapun rangkaian promosi dan bimtek pemanfaatan dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan 

Elektronik pada Dokumen dan Transaksi Elektronik sebanyak 1130  peserta, yang dilak-

sanakan di kota Gorontalo, Kupang, Banjarmasin, Semarang, dan Aceh.

 

Hari/Tanggal    : Kamis, 18 Juli 2019 

Tempat             :  Hotel TC Damhill UNG 

                              Jl Ir. H Joesoef Dalie, 

                              Dulalowo Timur, 

                              Central Kota, Gorontalo 

Lokasi : Kota Gorontalo 

              Provinsi Gorontalo 

Output : 

200  peserta terinformasikan mengenai 
pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 
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Hari/Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2019 

Tempat          :  Aston Kupang Hotel & 

                          Conven�on Center 

                     Jl. Timor Raya No.142, 

                          Klp. Lima 

Lokasi : Kota Kupang 

              Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Output :  

250  peserta terinformasikan mengenai 
pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

 

Hari/Tgl :  Kamis, 12 September 2019 

Tempat  :  Swiss Belhotel Borneo  

                   Jl. Pangeran Antasari 

                   No.86A, Kelayan Luar,                     

                   Kec. Banjarmasin Timur 

Lokasi : Kota Banjarmasin 

              Provinsi Kalimantan Selatan 

Output :  

250  peserta terinformasikan mengenai 
pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

 

Hari/Tgl : Selasa, 24 September 2019 

Tempat  : Patra Semarang Hotel & 

                  Conven�on 

                  Jalan Sisingamangaraja, 

                  Wono�ngal, Candisari, 

                  Kota Semarang 

Lokasi : Kota Semarang 

              Provinsi Jawa Tengah 

Output :  

300 peserta terinformasikan mengenai 
pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 

 

Hari/tgl  : Rabu, 22 Oktober 2019 

Tempat  : Hotel Grand Nanggroe 

                  Jl. T Imuem Lueng Bata, 

                  Cot Mesjid, Kec. Lueng Bata, 

                  Kota Banda Aceh 

Lokasi : Kota Banda Aceh 

              Provinsi Aceh 

Output :  

130 peserta terinformasikan mengenai 
pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik 
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Gambar 29 Foto bersama saat Launching PSrE Indonesia

3. Focus Group Discussion Tempo

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga bekerjasama dengan Media Tempo untuk 

melaksanakan Forum Group Discussion dengan tema “Efektivitas Pemanfaatan Tanda Tangan 

Elektronik Tersert ifikasi dalam Penggunaan Dokumen Elektronik,”  pada hari Senin, 

11 November 2019, di ballroom Majapahit, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.  

FGD tersebut dihadiri narasumber dari Dirjen Aptika, Dekan Fakultas Hukum UI, Direktur 

Inovasi Keuangan Digital OJK dan Privy ID. Acara tersebut diikuti oleh ratusan peserta yang 

merupakan pelaku usaha di sektor keuangan dan perwakilan beberapa lembaga negara. 

4.   Launching Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) Indonesia

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator, pengawas dan pembina 

penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik telah melakukan launching PSrE Indonesia yang telah 

diberi Pengakuan oleh Pemerintah yang diamanahkan kepada Kementerian Kominfo. Tujuan 

dari launching PSrE Indonesia yaitu memperkenalkan kepada sektor Pemerintah, sektor bisnis 

dan masyarakat mengenai PSrE Indonesia, dan menciptakan ekosistem Sertifikasi Elektronik 

dan Industri baru Sertifikasi Elektronik di Indonesia serta mendukung Go Green dalam 

ketergantungan terhadap penggunaan kertas.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Hotel Merlynn Park dan 

terlaksana atas kerjasama antara Kominfo dengan para Penyelenggara Sertifikasi Elektronik 

(PSrE) Indonesia. Peserta berjumlah 300 orang yang berasal dari Industri Perbankan, Fintech, 

Keuangan, Asosiasi, BUMN, APH, Sektor Pemerintah Pusat dan Daerah, Akademisi, pelaku 

usaha, penyedia layanan (platform digital) dan sejumlah asosiasi.
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Gambar 30 Foto kegiatan seminar dan bimtek MA di Bali

5. Seminar dan Bimtek Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik dengan MA

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan SK MA no 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan 

Secara Elektronik yang mewajibkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada salinan putu-

san yang dapat diunduh dalam persidangan secara elektronik, terkait hal tersebut dalam 

rangka implementasi tanda tangan elektronik pada sistem peradilan berbasis elektronik 

(e-Court). Kementerian Komunikasi (Kemkominfo) bekerja sama dengan Mahkamah Agung 

(MA) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal ini BSrE BSSN sebagai penerbit 

sertifikat elektronik untuk Mahkamah Agung, bekerjasama dalam menyelenggarakan sosialisa-

si dan bimtek implementasi dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik pada sistem 

peradilan berbasis elektronik (e-Court) kepada para panitera dari pengadilan di Indonesia yang 

diselenggarakan pada: 

Hari Senin tanggal 18 November 2019 di Hotel Aston Kuta Bali. Peserta Seminar dan 

bimtek implementasi dan kekuatan hukum Tanda Tangan Elektronik pada sistem 

peradilan berbasis elektronik (eCourt) berjumlah 60 orang.

Berdasarkan surat Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 45 

/WKMA.NY/11/2019 Tertanggal 20 November 2019 tentang Seminar dan Bimbingan 

Teknis Implementasi dan Kekuatan Hukum Tanda Tangan Elektronik pada Sistem 

Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court).

Daftar Peserta: 

1. Mahkamah Agung RI. 

2. Panitera Pengadilan Tingkat Banding

3. Tingkat Pertama Peradilan Umum

4. Peradilan Agama

5. Peradilan Tata Usaha Negara Se Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan     

    Cikarang

Pelaksanaan seminar dan bimtek implementasi dan kekuatan hukum tanda tangan 

elektronik pada sistem peradilan berbasis elektronik pada hari Jumat tanggal 22 

November 2019 bertempat di Hotel Merlynn Park Jakarta Pusat. 
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Gambar 31 Tampilan depan website tte.kominfo.go.id

6. Pembuatan Website PSrE

Untuk memfasilitasi informasi tentang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Indonesia dan 

verifikasi dokumen elektronik pdf yang menggunakan tanda tangan Elektronik, Subdirektorat 

Sertifikasi Elektronik membangun sebuah website yang beralamat di www.tte.kominfo.go.id.  

Diharapkan situs ini dapat memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan 

terwujudkan dalam situs yang informatif dan menarik.

Informasi yang disampaikan dalam website PSrE Indonesia  yaitu:

1. Pengenalan PSrE

2. Dasar Hukum PSrE

3. Syarat mendaftarkan PSrE

4. Daftar PSrE Indonesia

5. Kegiatan PSrE

6. Regulasi dan Panduan  

7. Verifikasi dokumen pdf 

8. Forum diskusi untuk pengunjung website
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7. Pembuatan Video Web Series Youtube

Video Web Series Youtube ini dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memahami tentang pentingnya pemanfaatan 

tanda tangan elektronik dan meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

Video Web Series Youtube ini mengembangkan tema yaitu KEAMANAN, KEPERCAYAAN dan KEMUDAHAN untuk 

dikembangkan menjadi sebuah cerita. Dimulai dari sinopsis video lalu dikembangkan menjadi naskah video.

Berikut adalah 3 episode dengan tema-tema:

a. Episode 1

Judul: 6 Detik

Tema besar yang diambil dari episode ini adalah KEMUDAHAN, menunjukkan bahwa 

dengan adanya Sertifikasi Elektronik, dokumen dapat ditandatangani dengan mudah 

secara elektronik.

SINOPSIS :
Sebagai orang tua, kita ingin yang terbaik untuk anak kita. Namun dalam perjalanan 

untuk memberikan hal tersebut, terkadang kita lupa apa yang sebenarnya anak 

butuhkan. Kita lupa betapa pentingnya momen-momen yang kita ciptakan untuk mereka 

simpan sampai dewasa nanti. Karena waktu adalah hal paling berharga yang selalu kita 

lupakan sampai dia pergi dari kita.
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b. Episode 2
Judul: Ingat Aku

Menunjukkan sebuah isu dimana mudahnya terjadi pemalsuan tanda tangan dalam 

dokumen dan secara tidak langsung menyiratkan bahwa Sertifikasi Elektronik dapat 

dipercaya keamanannya untuk menghindari pemalsuan.

c.  Episode 3
Judul: Joni Boni

Di dalam episode ini, untuk memberikan edukasi yang menarik dari masyarakat diambil 

tema komedi untuk mengangkat tema besar KEMUDAHAN dan KEPERCAYAAN. 

SINOPSIS :
Sebuah hubungan yang baik harus dibangun di atas kepercayaan serta rasa aman dan 

nyaman. Lisa dan Andre adalah pasangan muda dengan mimpi yang besar dan jalan 

yang luas di hadapan mereka. Namun layaknya hubungan kebanyakan pasangan di 

mana pun, cobaan dan terpaan akan selalu muncul tiba-tiba dari tempat tidak 

terduga. Dapatkah mereka melalui masalah ini dan menyambung kembali sesuatu 

yang telah rusak?
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8. Placement penayangan Iklan Tanda Tangan Elektronik

Penyelenggaraan Pekerjaan Placement penayangan Iklan Tanda Tangan Elektronik ini 

merupakan sarana yang sangat signifikan untuk bersosialisasi dengan menyebarkan pesan 

tentang adanya Tanda Tangan Elektronik serta mensosialisasikan mengenai fungsi dan 

manfaat dari Tanda Tangan Elektronik itu sendiri. Kemampuan pesan sampai kepada target 

audience yang diharapkan bukan hanya ditentukan oleh kuantitas penyebaran, namun dari 

kualitas penyebaran. Kualitas penyebaran ini mencakup dari konsep kreatif konten, strategi 

pemilihan media, dan strategi penayangan di media. Ketiga hal tersebut harus bersinergi di 

dalam metodologi pekerjaan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Strategi Media publikasi Tanda Tangan Elektronik yang digunakan yaitu pada media cetak, 

media sosial dan media digital.

SINOPSIS :
Boni dan Joni adalah dua pemuda yang menggambarkan kehidupan milenial di kota 

besar. Meskipun memiliki pekerjaan yang serupa, tapi pilihan-pilihan yang mereka 

ambil dalam menghadapi masalah profesional dan personal membuat perbedaan yang 

begitu besar dalam hidup mereka. Boni dan Joni adalah kita, tapi kamu bisa memilih, 

mau jadi Joni? Atau jadi Boni?
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Gambar 32 Foto kegiatan placement di media

9.  Pembuatan dan Pembaruan Panduan dan Standar PSrE

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018, 

Kominfo bertugas membuat standar dan panduan yang akan digunakan sebagai acuan 

oleh para PSrE untuk menjalankan kegiatannya. Selain itu, panduan-panduan tersebut 

juga digunakan sebagai dasar oleh Kominfo untuk melakukan audit berkala kepada PSrE 

serta menjadi referensi bagi PSrE untuk berinduk ke PSrE Induk Kominfo. Standar dan 

panduan yang sudah dibuat dan diperbarui pada tahun 2019 ini adalah:

  CP (Certificate Policy) v2.0

  CPS (Certification Practice Statement) v2.0

  Standar Fasilitas dan Peralatan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik v2.0

  Panduan Operasional Penyelenggara Sertifikasi Elektronik v2.0

  Standar Aplikasi yang Memanfaatkan Sertifikat Elektronik v1.0

  Panduan Standar Pengamanan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik v1.0

  Panduan Key Generation Ceremony v1.0

  Panduan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi v1.0

  Panduan Verifikasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi v.10
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Tabel 11 Tabel Usulan Kode KBLI untuk PSrE

10.  Pembahasan KBLI khusus untuk Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) 

Koordinasi pembahasan KBLI dilakukan dengan mengundang perwakilan dari Badan 

Pusat Stat ist ik (BPS), Kementerian Perindustr ian, BKPM (Badan Koordinasi dan 

Penanaman Modal), serta Subdit Tata Kelola Sistem Elektronik dan Ekonomi Digital. Terkait 

BPS yang juga sedang mengumpulkan masukan untuk panduan kode KBLI yang baru, 

diajukan kode KBLI khusus Penyelenggara Sert ifikasi Elektronik yaitu pada kategori 

J dengan kode 62022. Usulan ini sudah diajukan via Subdit Tata Kelola SEED  per Selasa, 

27 Agustus 2019. Deskripsinya adalah sebagai berikut:

11. Kajian PNBP, DNI, dan KBLI PSrE

Ka j i an  PNBP,  DNI ,  dan  KBL I  PSrE  d ibua t  sebaga i  sa rana  un tuk  mendukung  

keberlangsungan ekosistem PSrE Indonesia. Setiap PSrE akan dikenakan PNBP setiap 

tahunnya yang akan digunakan untuk operasional PSrE Induk serta menjalankan fungsi 

pengawasan PSrE oleh Kominfo. Selain itu, disusun pula kajian DNI untuk menganalisis 

sejauh mana modal asing dapat masuk ke dalam usaha PSrE agar di satu sisi PSrE asing 

dapat ikut meramaikan ekosistem PSrE Indonesia, namun disisi lain tetap menjaga agar 

PSrE Indonesia dapat tetap bersaing. Terakhir, kajian KBLI juga disusun dikarenakan kode 

KBLI yang sekarang dinilai masih belum mampu untuk mengakomodir kompleksitas 

proses bisnis PSrE, serta potensi tumbuhnya usaha PSrE Indonesia seiring meningkatnya 

jumlah aplikasi-aplikasi financial technology seperti e-KYC dan P2P Lending. Hasil kajian 

dan paparan kajian dapat dilihat di tautan berikut:

Kajian : https://drive.google.com/open?id=181rgJ4m6HiDAdq1Gr3RVzZuvKWcOuiyZ 

Paparan Kajian: https://drive.google.com/open?id=1H3LiqoTDSByrPJBgsQSPJR7dI0PSIjYd 
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Gambar 33 Foto setelah Training ISO 27001

Gambar 34 Foto bersama pada pembukaan Training Legislative Drafting di Jimly School Law and Government

12. Capacity Building

a. Training ISO 27001 Lead Auditor + ujian sertifikasi. 

    5 (lima) orang dari Subdit Tata Kelola Sertifikasi Elektronik lulus sertifikasi ISO/IEC 27001   

    Lead Auditor. Training dilakukan bekerja sama dengan BSI.

Waktu Training:

Pelaksanaan training legislatif drafting pada tanggal 8 hingga 10 Mei 2019

Lokasi Training: 

Penyelenggaraan training dilaksanakan di Jimly School Law and Government, Gd. Sarinah 

Lt. 9. Jl. MH. Thamrin Jakarta Pusat

Peserta Training:

Peserta berasal dari pegawai Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian 

Komunikasi dan Informatika berjumlah 25 orang.

b. Training Legislatif Drafting
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c. Telah dipersiapkan Training Electronic ID dan Trust Services Provider

i. Waktu Training:

    Pelaksanaan training eID dan trust services provider akan diadakan pada tanggal 26, 27, 28    

    November 2019

ii. Lokasi Training:

    Penyelenggaraan training dilaksanakan di Hotel Mercure Kuta, Jalan Pantai Kuta, Br. Pande  

    Mas Kuta Kuta Bali, Kuta, Kabupaten Badung, Bali

iii. Peserta Training:

    Peserta training terdiri dari tim Tata Kelola Sertifikasi Elektronik APTIKA, tim Pengendalian  

    Penyelenggara Sertifikasi Elektronik APTIKA, Bagian Hukum dan Kerjasama APTIKA, Biro  

    Hukum Kemenkominfo, tim Auditor PSrE dan perwakilan dari PSrE Indonesia. Jumlah  

    peserta sebanyak 35 orang.

13.  Konsultasi tentang Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

Di sela-sela kegiatan, kami juga sering mendapatkan permintaan untuk konsultasi terkait 

Sertifikat Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik baik 

konsultasi dari sisi pengguna maupun dari sisi pelaku atau yang berkeinginan menjadi calon 

penyelenggara layanan yang menggunakan Sertifikat Elektronik. Tamu yang datang 

berkonsultasi antara lain dari sektor:

 • Pemerintah Daerah

 • Kantor Hukum

 • Perwakilan komunitas

 • Perusahaan swasta, BUMN, dsb yang berkonsultasi sebagai calon pengguna

 • Perusahaan swasta, BUMN, dsb yang berkonsultasi karena tertarik menjadi PSrE
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Gambar 35 Foto kegiatan Seminar Mobile-Based PKI di Indonesia

Gambar 36 Foto kegiatan Feasibility Study implementasi Mobile-based PKI di Indonesia

14. Kerjasama dengan Korea Internet Security Agency (KISA) tentang Feasibility Study   

Implementasi Mobile-based PKI di Indonesia.

Ekosistem Infrastruktur Kunci Publik/Public Key Infrastructure (PKI) yang sudah mulai 

terbentuk di Indonesia, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah perusahaan dan layanan yang 

mengimplementasikan teknologi PKI. Hal ini menuntut inovasi secara berkesinambungan. Di 

dunia internasional, PKI sudah diimplementasikan di berbagai platform dan memudahkan 

penggunanya serta mudah dipelajari, sehingga tingkat penetrasi penggunaan sudah sangat 

tinggi. Salah satu teknologi yang memudahkan adalah implementasi PKI berbasis mobile. 

Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sudah sukses menerapkan IKP berbasis 

mobile. Melihat hal tersebut, Kominfo berinisiatif untuk mendalami penerapan mobile PKI di 

Korea Selatan, baik secara teknis maupun regulasi. Untuk itu, Kominfo bekerjasama dengan 

KISA mengadakan seminar pemahaman mobile PKI kepada para PSrE Indonesia dan 

pemangku kepentingan, serta bekerjasama membuat kajian kelayakan (feasibility study) untuk 

mengetahui kondisi saat ini, membuat pemodelan implementasi, serta menyusun rencana 

penerapan mobile PKI di Indonesia. Pembuatan kajian kelayakan ini memakan waktu sekitar 

enam bulan 
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3.6. Jumlah Fasilitasi Inisiatif Digitalisasi Sektor Strategis
         (Pertanian, Pariwisata, Transportasi & Logistik, Kesehatan,
         Pendidikan, dan Keuangan)

Berdasarkan kajian digitalisasi Sektor Strategis tahun 2017 menghasilkan 16 TOR inisiatif 

yang telah dikembangkan menjadi  7 sektor yaitu Pertanian, Pariwisata, Transportasi & 

Logistik, Kesehatan, Pendidikan, Inkluasi Keuangan dan Ekonomi Kreatif dengan 16 TOR 

inisiatif strategis di 7 sektor tersebut. Pada tahun 2018, telah diimplementasikan 5 inisiatif 

yaitu pertanian presisi dengan insentif (Sektor Pertanian), skala pendanaan mikro petani, 

kartu sim turis, dan penilaian kompetensi digital (Sektor Pariwisata), TIK untuk pasar 

tradisional (Sektor inklusi keuangan). Kemudian pada tahun 2019 telah diimplementasikan 

9 inisiatif pada 7 sektor sebagai berikut:

 a.  Sektor pendidikan

 b.  Sektor kesehatan

 c.  Sektor pertanian

 d.  Sektor pariwisata 

 e.  Sektor transportasi

 f.  Sektor Keuangan

 g.  Sektor Ekonomi Kreatif
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Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai enabler dalam mendukung digitalisasi sektor 

strategis berperan untuk memastikan pengembangan penggunaan aplikasi dan informatika agar 

tercipta suatu tatanan masyarakat yang produktif dan inovatif, khususnya di sektor Pertanian yang 

merupakan salah satu sektor ekonomi strategis. Dua inisiatif yang dijalankan Bersama dengan 

stakeholder terkait di sektor pertanian adalah pertanian presisi dan digitalisasi pencatatan hasil 

lelang komoditas hortikultura. 

Pertanian presisi merupakan konsep pertanian yang menggunakan bantuan teknologi informasi 

untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengelola keberagaman informasi yang ada pada 

lahan di antaranya mengenai kondisi udara, air, cuaca, dan iklim untuk memastikan perlakuan 

yang tepat sehingga produktivitas dan keberlanjutan lahan optimal. Adapun dalam 

pengimplementasiannya diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder yang bergerak dari 

hulu ke hilir di bidang pertanian. 

Tahapan pelaksanaan program pertanian presisi yaitu:

1. Drone Surveillance

     Pemetaan kondisi lahan untuk melihat potensi wilayah menggunakan Drone Surveillance

2. Area Mapping

    Pemilihan lokasi pemasangan titik sensor berdasarkan foto udara yang dihasilkan drone   

    surveillance

1.1 Pertanian Presisi

I. Digitalisasi Sektor Strategis Pertanian

Gambar 37 Drone Surveillance

Gambar 38 Area mapping
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3. Soil and weather sensor

    Pemasangan perangkat sensor tanah dan cuaca untuk mengetahui kebutuhan tanaman         

    secara real time

4. Drone Sprayer

     Pemupukan untuk setiap musim tanam (tergantung usia paling produktif komoditas yang       

    ditanam)

Gambar 39 Water Debit Sensor dan Soil-Weather Sensor

Gambar 40 Drone Sprayer
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5. GAP Recommendation

    Petani dapat memonitor kebutuhan lahan yang dapat diakses melalui smartphone

Digitalisasi pencatatan hasil lelang komoditas hortikultura dimaksudkan untuk melakukan 

perekaman data hasil lelang sehingga mampu menciptakan transparansi dan kompetisi harga 

yang baik. Melalui pencatatan hasil lelang digital, pemerintah daerah dan pusat memiliki 

kemampuan untuk memprediksi kebutuhan dan membuat kebijakan.

 

1. 2 Digitalisasi Pencatatan Hasil Lelang
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Sektor pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengurangi ketidaksetaraan dan 

memfasilitasi pertumbuhan bangsa dengan mendukung pengembangan keterampilan yang dapat 

berkontribusi pada kehidupan masyarakat yang lebih produktif dan bermakna.

Dalam  United  Nations  Global  Sustainable  Development  Goals,  sektor  pendidikan  adalah 

indikator dari 17 tujuan Sustainable Development Goals dimana penekanan pada tujuan di sektor 

pendidikan harus mendukung pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta pembelajaran 

berkesinambungan untuk semua orang.

Lebih lanjut, untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang inklusif dan meningkatkan 

akses pendidikan bagi semua kalangan, pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkeadilan bagi 

semua.

II. Digitalisasi Sektor Pendidikan

Gambar 42 Lelang Hari Ini

Program Digitalisasi pencatatan hasil lelang komoditas hortikultura ini diterapkan di pasar lelang 

komoditas agro Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta dan berlangsung setiap hari. Kegiatan pasar 

lelang ini sendiri dikelola dan diselenggarakan oleh Asosiasi petani Puncak Merapi di titik kumpul 

berikut:

 1. Gondoarum, Wonokerto, Turi (-7.605672,110.386800);

 2. Tegal Gentan, Margoagung, Seyegan (-7.710127,110.309951);

 3. Karangkalasan, Tirtomartani, Kalasan (-7.769618,110.465164);

 4. Ngemplak I, Umbulmartani Ngemplak (-7.680630,110.425266);

 5. Kebon agung Tridadi Sleman (-7.723622,110.355965);

 6. Cawan Pucangan Widodomartani Ngemplak (-7.700761,110.452425);

 7. Tegal WERU Margodadi Seyegan (-7.732058,110.303298);

 8. Glondong, Purwobinangun, Pakem (-7.6679835,110.3926326).
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Gambar 43 Trend Transformasi Digital di dunia pendidikan saat ini

Trend Transformasi Digital di dunia pendidikan saat ini

Pada tahun 2019 ini Direktorat Ekonomi Digital melakukan dua implementasi inisiatif sektor 

strategis dari beberapa inisiatif yang disusun, yaitu:

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah kemudian menyusun sebuah rencana pendidikan 

jangka panjang yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bertugas 

sebagai penggerak dan pemberdaya penggunaan aplikasi dan informatika, yang berperan 

sebagai sarana untuk mencapai tatanan masyarakat yang produktif dan inovatif. Direktorat   

Jenderal   Aplikasi   informatika   melalui   Direktorat   Ekonomi   Digital   berupaya mendukung 

digitalisasi sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang dianggap strategis.
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Penggunaan konten-konten digital akan menjadi sumber-sumber belajar digital, melalui 

pemanfaatan konten pembelajaran digital akan pula menghilangkan kantung-kantung putus 

sekolah dan rendahnya kinerja tenaga kependidikan di daerah. Konten-konten belajar baik itu 

dalam bentuk gambar, audio, animasi, video hingga buku elektronik sebagai salah satu upaya 

digitalisasi konten pembelajaran diharapkan mampu membantu siswa yang berada di daerah- 

daerah terpencil dalam mengakses pembelajaran yang sama dengan di perkotaan sehingga 

kesenjangan cukup terlihat antara kualitas pendidikan siswa di daerah terpencil dan perkotaan 

dapat diminimalisir.

Kegiatan yang dilakukan  adalah pembuatan konten digital untuk Guru dan Tenaga Kependidikan 

lewat  kerja  sama  dengan   startup  digital      dengan  target  tersedianya  konten  digital  yang  

dapat digunakan  oleh  tenaga  didik  dalam  proses  pembelajaran   dengan  tujuan  untuk  mening-

katkan kemampuan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan seiring dengan adanya konten 

digital dalam setiap proses pembelajaran   dan   tersedianya konten digital yang dapat digunakan 

oleh tenaga didik dalam proses pembelajaran

2.1      Distribusi Konten Digital

Peningkatan mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah melalui penggunaan Internet of 

Things (IoT) dan  layanan online manajemen sekolah yang dapat diakses oleh tenaga pengajar, 

sekolah, murid, maupun orang tua dengan target untuk meningkatnya kemampuan dan 

kompetensi guru dan tenaga kependidikan seiring dengan adanya efektivitas administrasi dengan 

tujuan untuk mewujudkan transparansi  kegiatan  di  sekolah  bagi  orang tua  ,  memberi  asistensi  

bagi  tugas  administratif  guru sehingga kualitas pengajaran dapat meningkat serta mewujudkan 

integrasi dan peningkatan akurasi data siswa yang dapat diakses tenaga pengajar, manajemen 

sekolah, maupun orang tua

Manfaat  untuk  sekolah:  memudahkan  penanganan perbaikan  fasilitasi  sekolah,  pengelolaan  

administrasi sekolah secara online, penyaluran alumni sekolah (untuk SMK) ke dunia industri.

Siswa: Mendapatkan data perkembangan siswa, kehadiran, prestasi, perilaku dan penanganan  

kendala belajar.

Orang tua: Mudah mendapatkan data kehadiran siswa, perkembangan perilaku siswa, prestasi  

pencapaian belajar siswa.

Guru dan Kepala Sekolah: Mudah melakukan kontrol tingkat kehadiran, pengukuran 

pencapaian belajar mengajar, kualitas guru dalam menyampaikan materi kepada siswa.

2.2.     Digitalisasi Manajemen Sekolah
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Capaian:

Mitra Kerja:

Kerja  sama  dengan  Eduspec,  STEAM  informatika,  Visio  Inkubator,Pahamify,Sekolahan.id  

serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

150 siswa terlatih menggunakan aplikasi scratch untuk membuat konten digital (kabupaten 

Tangerang)

100 Guru mengikuti sosialisasi metode pembelajaran Smart School 4.0 (Kabupaten Tangerang)

200  guru  terlatih  menggunakan  aplikasi  Scratch untuk  membuat  konten  digital  (Kabupaten 

Sleman)

200 Guru terlatih menggunakan aplikasi iSpring untuk membuat konten digital ( Kota Malang)

125 guru dari 125 Sekolah Dasar mengikuti sosialisasi dan workshop Digitalisasi Manajemen 

Sekolah di Kota Cimahi

80 Guru dari 80 Sekolah Menengah Pertama mengikuti sosialisasi dan workshop Digitalisasi  

Manajemen Sekolah di Kota Cimahi

120  Guru  SMA/SMK    se-Jawa  Barat  mengikuti  pelatihan  IoT  untuk  mendukung  

Digitalisasi Manajemen Sekolah bekerja sama dengan sekolahan.id dan Cimahi Technopark
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Gambar 44 Pembuatan Paket Wisata yang dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman,

Digitalisasi pariwisata merupakan salah satu bentuk dalam mentransformasi para pelaku di sektor 

pariwisata untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi TIK dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan perlu disadari pula bahwa terdapat tantangan yang ada dalam sektor pariwisata, Dan 

Tantangan yang dihadapi sejauh ini di dalam industri pariwisata ini adalah:

Kemkominfo dalam dalam hal ini direktorat ekonomi digital bekerjasama dengan startup Triponyu 

yang merupakan juara 1 inovasi wisata versi UNWTO untuk menjawab beberapa tantangan di atas 

dengan menggandeng Pokdarwis( kelompok sadar wisata), komunitas yang bergerak di bidang 

pariwisata serta Dinas Pariwisata daerah setempat dalam pembuatan paket – paket wisata dan 

cara pembuatan konten atau narasi agar paket wisata yang dibuat semenarik mungkin dengan 

dasar cerita sejarah atau rakyat yang bisa diceritakan sesuai daerah setempat. Dalam mendukung 

target Kementerian pariwisata dalam pencapaian kunjungan wisatawan di 10 destinasi pariwisata 

prioritas. Digitalisasi pariwisata ini sudah dijalankan di 5 lokasi (Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Humbang Hasundutan-toba, Kabupaten Manggarai 

Barat – Labuan Bajo)

Sumber daya manusia yang sejauh ini masih perlu memahami manfaat pariwisata, dimana 

sebagian besar masyarakat sejauh ini masih belum memahami konteks pariwisata yang 

berkesinambungan dimana sektor pariwisata pada akhirnya dapat memberikan manfaat 

bagi masyarakat itu sendiri.

Konten narasi atau pola perjalanan yang tidak kuat menjadikan kelemahan di beberapa 

daerah di Indonesia sejauh ini meskipun di daerah tersebut memiliki potensi pariwisata 

yang dapat dikembangkan, baik itu dari sisi alam maupun dari ragam budaya atau kearifan 

lokal yang mereka miliki atau masyarakat menghadapi kendala dalam memberikan 

gambaran ataupun imajinasi terhadap potensi wisata yang mereka miliki.

Digitalisasi yang sedang berkembang pesat saat ini juga memberikan tantangan tersendiri 

bagi masyarakat dalam menyikapinya sehingga banyak yang kebingungan bagaimana 

memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.

1.

2.

3.

III.  Digitalisasi Sektor Pariwisata

LAPORAN KINERJA DITJEN APTIKA 2019 84



Gambar 46 Festival Pasar Rakyat 2019, Pasar Klojen, Malang 18 April 2019

Gambar 45 Penyampaian Materi Pembuatan Paket Wisata Oleh Triponyu di Magelang

Program Implementasi Dompet Digital di Pasar Rakyat merupakan salah satu inisiatif untuk 

mendorong percepatan transformasi digital di sektor keuangan. Pasar rakyat adalah pusat 

transaksi perdagangan yang dapat ditingkatkan layanan dan kemudahan transaksi melalui 

pemanfaatan teknologi keuangan digital.  Kominfo berkolaborasi dengan Kementerian 

Perdagangan, Pemda dan LinkAja selaku penyedia teknologi untuk mendorong transaksi jual-beli 

di pasar dengan menggunakan dompet digital.  Launching inisiatif ini dilaksanakan bertepatan 

dengan Peresmian Festival Pasar Rakyat 2019 Kota Malang yang bertempat di Pasar Klojen. 

Acara dihadiri dan diresmikan oleh walikota Malang, Bapak Sutiaji.

Lokasi     : Pasar Klojen, Kota Malang

Tanggal   : 17-19 April 2019

Dokumentasi Kegiatan :

Launching Implementasi Dompet Digital di Pasar Rakyat pada Festival Pasar Rakyat Kota Malang

IV.  Digitalisasi Sektor Keuangan
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Gambar 46 Festival Pasar Rakyat 2019, Pasar Klojen, Malang 18 April 2019

Gambar 48 Rapat Konsolidasi Pembayaran Non Tunai di Pasar Rakyat, Tangerang, Agustus 2019

Rapat Konsol idasi dengan mult i-stakeholder untuk menggalakkan Pembayaran 

Non-Tunai di Pasar Rakyat untuk mensukseskan pencapaian target 75% inklusi 

keuangan. Gerakan Non-Tunai mel ibatkan Kemenko Perekonomian, Sekretariat 

Dewan Nasional Keuangan Inklusif,  Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan

Lokasi        :  Hotel Santika, Tangerang

Tanggal      :  9 Agustus 2019

Konsolidasi Gerakan Nasional Non Tunai untuk Mendorong Inklusi Keuangan melalui 

Digitalisasi Pasar
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Gambar 49 Edukasi Interaktif Pasar Oro Oro Dowo, Malang, Oktober 2019

Gambar 50 Edukasi Interaktif Pasar Klojen, Malang Oktober 2019

Aktivasi transaksi di Pasar Oro-Oro Dowo dan Pasar Klojen, melalui edukasi interakti f  di 

booth dan l ingkungan pasar

-   Simulasi pembayaran digital dengan menggunakan LinkAja

-   Kuis dan permainan interakti f

-   Pendampingan dan edukasi kepada pedagang

Lokasi         :  Pasar Oro Oro Dowo, Kota Malang 

Tanggal       :  9 Oktober 2019

Aktivasi transaksi di Pasar Klojen melalui edukasi interakti f  di booth dan l ingkungan pasar 

dengan berbagai kegiatan:

-    Simulasi pembayaran digital dengan menggunakan LinkAja

-    Kuis dan permainan interakti f

-    Pendampingan dan edukasi kepada pedagang

Lokasi         :  Pasar Klojen, Kota Malang

Tanggal       :  9 Oktober 2019

Peningkatan Aktivasi Transaksi Dompet Digital melalui Edukasi kepada Pedagang Pasar Rakyat 

Kota Malang (Pasar Klojen dan Oro-Oro Dowo)
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Gambar 51 Bekraf Game Prime, Balai Sarbini, Juli 2019

V.  Sektor Ekonomi Kreatif

Bekraf Game Prime

Kegiatan industr i  game terbesar Indonesia, yang menjadi ajang unjuk gigi para 

game developer dalam negeri untuk mempromosikan game terbaru mereka dalam 

kegiatan ini juga terdapat turnamen esport yang di ikut i  oleh banyak t ime sport pro 

dan semi pro Indonesia. Kegiatan ini berusaha meningkatkan sektor ekonomi kreati f  

dengan cara mendorong pertumbuhan game dalam negeri karya anak bangsa agar 

dapat bersaing dengan di t ingkat global Dalam kesempatan ini juga Kominfo bekerja 

sama dengan bekraf berkolaborasi dengan mempromosikan Indonesia Game Rating 

S y s t e m  ( I G R S )  b a g i  p a r a  g a m e  d e v e l o p e r  d a l a m  n e g e r i ,  s e h i n g g a  d a p a t  

menciptakan karya-karya game yang mengandung konten yang ramah sesuai 

dengan usia anak.

Lokasi          :  Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan

Tanggal        :  13 – 14 Juli 2019

Urban Game Festival

Kegiatan pertama dan terbesar di Provinsi Daerah Ist imewa Yogyakarta yang men-

gadakan turnamen esport yang dibuka bebas untuk umum untuk masyarakat Jogja, 

dalam kesempatan ini dapat menjadi ajang dari t im pro esport dalam mencari talen-

ta berbakat dalam dunia game. Dalam kegiatan ini kementerian Kominfo juga meng-

hadirkan game-game developer dari Jogja untuk berkesempatan memamerkan 

game-game ciptaan mereka agar dapat dikenal masyarakat luas. Terdapat juga talk-

show dari para pelaku industr i  game yang menjadi sesi berbagi cerita bagaimana 

membangun dan menjalankan industr i  game yang disertakan dengan workshop 

yang dibuka tersedia umum yang mengajarkan teknis visual animasi maupun audio 

yang bermanfaat dalam industr i  game.

Lokasi          :  Sleman City Hall, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY

Tanggal        :  04 - 06 Oktober 2019
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-Talkshow IGRS- -Turnamen PUBG Mobile-

-Game Developer Showcase- -Workshop Dubbing Indovoiceover-

-Talkshow MMTC- -Talkshow Tim Pro Esport-
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VI.  Digitalisasi Sektor Transportasi

Program Fasi l i tasi Sistem Inaportnet merupakan upaya dalam menerapkan sistem di 

pelabuhan pelabuhan  yang tersebar di Indonesia sesuai sebaran dalam Permenhub 

Nomor 76 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri  

Perhubungan Nomor PM 36. Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan pemetaan kebutuhan dan kondisi eksisting 

pelabuhan yang ada di Indonesia sesuai Permenhub No 76. Tahun 2018 tentang 

Perubahan kedua atas peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 36. tahun 2012 tentang 

organisasi dan tata kerja kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan.

Mitra Kerja:

•   BAKTI

•   Ditjen PPI

•   Ditjen Perhubungan Laut, Kemhub

•   Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Kemhub

Dampak Penerapan Inaportnet

•   Single submission

•   Layanan online, Hemat waktu dan biaya

•   Percepatan proses secara keseluruhan

•   Kemampuan tracing dan tracking

•   Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen

•   Menerima integrasi data secara elektronis

•   Dapat melakukan monitoring atas proses.
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VII. Digitalisasi Sektor Kesehatan

Program Digitalisasi Fasilitas Kesehatan merupakan upaya dalam membantu peningkatan mutu 

pelayanan Fasilitas Kesehatan (faskes) di Indonesia melalui pemanfaatan sistem informasi dan 

pengelolaan data terintegrasi  yang disediakan oleh Start Up Teknologi Kesehatan

Metode pelaksanaan kegiatan, yakni sebagai berikut:

Capaian Implementasi Program telah dilaksanakan di beberapa kota, seperti:

 •  Kota Medan

 •  Kota Tangerang Selatan

 •  Kota Bogor

 •  Kota Bekasi

 •  Kab. Indramayu

 •  Kota Depok

 •  Kota Palembang

 •  Kota Pekanbaru

 •  Kota Semarang

 •  Kab. Bandung

Follow Up Events :

 •   Start-Up Exhibition

 •   The 15th Surabaya Hospital Expo

 •   Pameran Hari Kesehatan Nasional ke-55 di ICE BSD

 •   Health Technology Solutions 2019 di JCC

 •   Workshop

 •   Workshop Digitalisasi Manajemen Klinik di Pekanbaru

Pelatihan dan Edukasi

Memfasilitasi pelatihan dan edukasi meningkatkan kesadaran pentingnya digitalisasi dan 

pengelolaan data terintegrasi pada fasilitas kesehatan

Implementasi Digitalisasi Fasilitas Kesehatan

Memfasilitasi implementasi sistem informasi klinik yang disediakan oleh Startup Teknologi 

Kesehatan Digital kepada mitra dari faskes (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik)

Workshop dan Pendampingan

Melakukan workshop kepada faskes yang sudah menerapkan teknologi digital pada proses 

bisnisnya dan melakukan pendampingan kepada tenaga kesehatan di faskes yang sudah 

mengimplementasikan sistem informasi.

1.

2.

3.
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Gambar 52 Mitra Startup Digital

User Acquisition Report :

¤   60 klinik mendaftar di Medigo Qlinik

¤   73 bidan mencoba mendaftar di MOI

¤   55 Peserta mendaftar di Assist.id 

¤   64 Dokter / Klinik melakukan pembelian alkes di ProSehat.com

¤   37 Dokter / Klinik melakukan pendaftaran mitra ProSehat

¤   70 Dokter Mendaftar di Docquity

3.7 Persentase (%) Penyelesaian Kriteria Pemilihan Penerima Dana
         USO Melalui Mekanisme Pemberian Fasilitas/Subsidi/Hibah untuk
         Mendukung Ekosistem Ekonomi Digital : UMKM Go Online &
         Startup Digital

Badan Aksesibi l i tas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) merupakan unit organisasi 

non-eselon di l ingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki visi untuk 

mengatasi kesenjangan digital secara adil dan merata, terintegrasi dan berkelanjutan dengan 

mewujudkan layanan bidang telekomunikasi dan informasi dalam rangka mendukung peningkatan 

produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pengelolaan dana Universal Service Obligation (USO), selama beberapa tahun terakhir, 

BAKTI memfokuskan pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi di  Indonesia,  melalui  

penyediaan  akses internet, BTS, serta menyatukan Indonesia dengan backbone Palapa Ring.

Seiring dengan meratanya infrastruktur telekomunikasi dan informasi, selanjutnya, BAKTI perlu 

mengembangkan ekosistem digital sebagai bentuk optimalisasi infrastrukturnya.
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Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

•  PERPRES No. 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis  

    Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017-2019

•  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan  

    Tata Kerja BAKTI

•  Perdirut Badan Aksesibi l i tas Telekomunikasi dan Informasi No. 34 Tahun 2019  Tentang   

    Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Kegiatan Fasilitasi Ekosistem Ekonomi  

    Digital

Dayamaya adalah inisiatif dengan visi mendukung pengembangan ekosistem ekonomi digital 

Indonesia, khususnya di daerah 3T.

Melalui Dayamaya, BAKTI Kominfo memfasilitasi startup dan komunitas dari seluruh Indonesia 

yang membuat solusi tepat guna bagi masyarakat, khususnya yang berfokus di daerah 3T 

(terdepan, terluar, tertinggal), dengan memberikan hibah fasilitas, seperti:

 • Pelatihan SDM

 • Eksekusi survey pasar

 • Infrastruktur teknologi

 • Sosialisasi & pemasaran

Salah satu program Program yang mendapatkan dana USO yaitu program UMKM Go Online. 

UMKM Go Online adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan mendidik UMKM offline di 

daerah 3T tentang manfaat berjualan secara online serta dalam membuka bentuk-bentuk 

peluang baru untuk membantu UMKM meningkatkan prospek penjualan mereka. Tidak lupa 

juga untuk member ikan pendekatan pragmat is  dan memper lengkapi  mereka dengan 

ketentuan dan peraturan dasar seperti mekanisme pembayaran, daftar barang dan merek 

ilegal.
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Kriteria UMKM yang dapat menerima dana USO:

1. UMKM yang berlokasi di daerah 3T.

2. UMKM yang  sudah  mampu  menggunakan  t ekno log i  d i g i t a l  dan  mem i l i k i  sa rana   

    pendukung (HP Android).

3. UMKM yang berjualan produk kering.

4. UMKM yang sudah memenuhi persyaratan administrasi misalnya memiliki KTP, NPWP,  

    Rekening Bank, dan punya izin usaha.

5. UMKM yang berjualan di pasar tradisional.

6. UMKM yang sudah memiliki usaha secara aktif minimal 6 bulan.
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Gambar 53 Nilai RB Aptika pada tahun 2019

3.8.   Nilai Implementasi RB di Ditjen APTIKA
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) merupakan instrumen penilaian 

kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) 

oleh Kementerian/Lembaga maupun Instansi Pemerintahan pada Tingkat Pusat dan Daerah. 

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua 

komponen, yakni pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya 

yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil 

adalah kinerja yang diperoleh dari komponen-komponen pengungkit.

Nilai RB dan data dukungnya diinput dan diupload ke https://pmprb.menpan.go.id.

Nilai RB Aptika pada tahun 2019 mencapai 87.6.
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3.9. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan 

terpercaya. 

Penilaian AKIP dilaksanakan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dengan 

pokok penilaian AKIP meliputi :

 1. Rencana Strategis (15%)

 2. Penyusunan Perjanjian Kerja (10%) 

 3. Pengukuran Kinerja (12,5%)

 4. Pengelolaan Kinerja/Evaluasi (10%) 

 5. Pencapaian Kinerja (20%)Ditjen APTIKA

Nilai Akuntabilitas Kinerja Ditjen Aptika mencapai 75.89

3.10. Nilai Persepsi Pelayanan Publik Ditjen APTIKA

Sejak bulan Maret 2018, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengintegrasikan 

layanan-layanan di lingkungan Ditjen Aptika ke dalam satu sistem Layanan Aptika Terintegrasi 

(www.layanan.kominfo.go.id). Layanan terintegrasi ini diselenggarakan dalam rangka 

memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di bidang Teknologi dan Informasi dalam 

memanfaatkan layanan terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE. 

Adapun Layanan-layanan yang diintegrasikan adalah:

1.  Domain.go.id

2.  Mail.go.id

3.  SiMAYA

4.  SiCANTIK

5.  MANTRA

6.  Puspita

7.  PNS Box

8.  Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Penyelenggara Negara

9.  Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Non Penyelenggara Negara

10.  Indonesian Game Rating System (IGRS)

11.  Whitelist Nusantara

12.  SMPI

13.  Aduan Konten

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Menpan-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik, dimana Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melakukan Survei 

Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, maka Direktorat Jenderal 

Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) melalui Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika telah melakukan 

Survei Kepuasan Masyarakat untuk layanan-layanan yang disediakan Ditjen Aptika melalui 

https://layanan.kominfo.go.id pada tahun 2019.
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Timeline persiapan dan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal Kegiatan 

14 Januari  Penyampaian hasil survei IKM dan IIPP Tahun 2018 dan 
Penyusunan rencana survei Tahun 2019 

21 Juni – 12 Oktober Pengembangan sistem survei mandiri dengan metode cegatan 
pada h�ps://layanan.kominfo.go.id 

26 September Penyusunan Kuesioner Survei IKM Tahun 2019 

8 Oktober Pelaksanaan Pre-Test Survei dengan total 30 Responden  

9 Oktober Hasil Pre-Test menyatakan Kuesioner layak disebar kepada 
responden dengan hasil alpha cronbach 0,8818  

12 Oktober  Sistem survei mandiri dengan metode cegatan mulai di 
terapkan  

2 Desember Tim Layanan Ap�ka menyebarkan link pengisian survey melalui 
e-Mail untuk responden yang mengakses layanan sebelum 
berlakunya sistem survei mandiri dengan metode cegatan pada 
h�ps://layanan.kominfo.go.id (untuk pengguna layanan 23 
Desember 2018 – 11 Oktober 2019) 

20 - 23 Desember Pengolahan dan analisis hasil survei 

 

Pengolahan dan analisis hasil survei untuk survei IKM menggunakan metode yang diatur dalam PM 

Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil pengolahan data kemudian diukur dengan pedoman 

berikut:
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Survei IKM Layanan Aptika Tahun 2019 dilakukan dengan 2 metode, yaitu :

1. Sistem Cegatan, yaitu sebuah sistem survei yang ditanamkan dalam Sistem Layanan Aptika  

    (layanan.kominfo.go.id) dimana seluruh pengguna yang permohonannya telah disetujui akan   

    diminta untuk mengisi survei terlebih dahulu sebelum dapat melihat hasil permohonannya;

2. Sistem Eksternal, yaitu sebuah sistem survei dari Pusat Data dan Sarana Informasi (PDSI)  

    yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan penyebaran kuesionernya dilakukan  

    melalui blast e-Mail kepada pengguna layanan;

Jumlah responden pengisi survei melalui sistem cegatan adalah 605 dari 1981 permohonan 

yang disetujui (30.54%). Dan untuk responden yang tidak melalui sistem cegatan adalah 100 

dari 4617 permohonan yang disetujui (2.16%). Sehingga total responden yang didapat 

sebesar 705 dari 6598 permohonan yang disetujui (10,68%).

Data hasil pengisian kuesioner diolah dan dianalisa oleh Tim Layanan Aptika bekerjasama 

dengan Tim LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB). Dari hasil pengolahan data survei tahun 

2019, diperoleh hasil nilai IKM atas Layanan Aptika adalah 3.16 dari target nilai 3.5. Nilai 

tersebut menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat atas Layanan di Diten Aptika melalui 

https://layanan.kominfo.go.id adalah baik, meskipun nilai yang didapat masih dibawah target.

Masih banyak responden yang belum terjaring karena sistem survei baru mulai diterapkan 

pada bulan Oktober 2019. Hal ini telah diantisipasi agar tidak terulang di Tahun 2020.

Perlu dilakukan review dan perbaikan terkait lokasi metode cegatan survei pada 

https://layanan.kominfo.go.id, untuk mendapatkan hasil 100% responden yang mengisi 

survei. 

Khusus untuk penyebaran survei bagi pengguna sebelum berlakunya sistem survei 

mandiri dengan metode cegatan, terdapat kendala pada email Kominfo yang seringkali 

mengalami bouncing atau masuk ke spam pengguna.

Dikarenakan penyebaran dan pengisian kuesioner dilakukan secara elektronik (online), 

pemahaman pengguna layanan atas pertanyaan-pertanyaan survei hanya bergantung 

pada perspektif dari pengguna layanan pada saat mengisi survei.

1.

2.

3.

4.

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan survei IKM tahun 2019 diantaranya:
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Tabel 12 Laporan Hasil Pengawasan BPK

3.11. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen
         APTIKA Tahun 2019 berdasarkan hasil Pengawasan BPK dan ITJEN

3.12. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
         BPK di Ditjen APTIKA Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
         Oleh BPK dan ITJEN Tahun Berjalan

Indikator  ini berbasis pada pengukuran Batas Tertinggi Temuan Realisasi Anggaran Ditjen 

APTIKA Tahun 2019 berdasarkan hasil Pengawasan BPK dan ITJEN dan ditargetkan di bawah 

1%. Pengukurannya berdasarkan nilai temuan keuangan dalam LHP BPK terkait Laporan 

Keuangan yang target capaiannya ≤ 1% dari total realisasi anggaran Ditjen Aptika. 

Temuan BPK berdasarkan Pengelolaan atas PNBP Pengelolaan nama domain Indonesia 

belum Memadai dan terdapat kekurangan Penerimaan sebesar Rp. 131.035.000. 

Pemeriksaan atas penatausahaan PNBP Pengelolaan Nama Domain Indonesia pada Ditjen 

Aptika menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 

a.   Kemenkominfo belum mengatur Sistem Pemungutan secara jelas

b.   Pelaksanaan coklit terlambat dan terdapat kekurangan penerimaan PNBP Pengelolaan  

      Nama Domain sebesar Rp. 131.035.000

Hasil pemantauan s.d tgl 22 Januari 2020 tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 

sebelumnya tercapai (54,55%), dari target 40% sudah melebihi dari target yang sudah 

ditetapkan.

Hasil pemantauan s.d tgl 22 Januari 2020 tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun berjalan 

belum tercapai (60,71%), hal ini disebabkan rekomendasi PDTT Kinerja SPBE Tahun 2019 

membutuhkan koordinasi lintas K/L seperti Menpan RB, Bappenas dan Kemenkeu dalam 

rangka penyusunan kajian / kebijakan / standar / aturan terkait penerapan SPBE nasional.
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3.13. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Aptika

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (bendahara 

Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian 

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan 

anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 12 (dua belas) indikator :

 1. Realisasi anggaran (20%) 

 2. Penyelesaian tagihan (15%) 

 3. Penyampaian data kontrak/Karwas (15%) 

 4. Pengelolaan UP (10%) 

 5. Revisi DIPA (5%)

 6. Deviasi penarikan dana terhadap rencana Hal. 3 DIPA (5%)

 7. Penyampaian LPJ Bendahara (5%)

 8. Renkas/RPD Harian (5%)

 9.  Pengembalian SPM oleh KPPN (6%)

 10. Retur SP2D (6%)

 11. Pengajuan Dispensasi SPM (4%)

 12. Nilai Pagu Minus belanja Pegawai (4%)

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Aptika adalah 78.94

3.14. Persentase (%) Penyelesaian Regulasi/Kebijakan untuk Mendukung
         Pengembangan Ekonomi Digital terkait RUU Perlindungan Data
         Pribadi (PDP)

Perlindungan data pribadi adalah hal yang krusial seiring perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang amat pesat. Data pribadi menjadi aset/komoditas bernilai tinggi di era 

big data dan ekonomi digital. Di sisi lain, data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi 

karena merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan telah diamanatkan oleh konstitusi 

Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, semakin sering 

muncul berbagai kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, misalnya skandal 

Cambridge Analytica dan beberapa kasus pengungkapan data pribadi pengguna platform 

financial technology (fintech) yang berbasis peer to peer lending di Indonesia.

Upaya pelindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga negara atas 

pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan 

dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi. Konsep pelindungan data 

pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan 

membagi, membatasi atau bertukar data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin 

pelindungan data pribadi dalam sebuah regulasi.
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Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang memegang tanggung jawab bidang teknologi dan informasi saat ini telah 

menyusun Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). RUU PDP 

memuat beberapa substansi yang krusial untuk memberikan perlindungan terhadap 

masyarakat dan ditujukan untuk menjadi kerangka regulasi yang lebih kuat serta dapat mema-

yungi ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan data pribadi, namun masih 

tersebar ke beberapa sektor.

Saat ini, pelindungan data pribadi memang telah menjadi isu penting di berbagai negara di 

dunia. Saat ini setidaknya ada lebih dari 110 negara telah memiliki instrumen hukum yang 

secara khusus mengatur mengenai pelindungan data pribadi warga negaranya. Sementara itu 

beberapa negara ASEAN juga menyusun aturan khusus yang terkait dengan pelindungan data 

pribadi. Misalnya Malaysia pada tahun 2010, Singapura pada tahun 2012, Filipina pada tahun 

2012, Laos pada tahun 2017, dan Thailand pada tahun 2019.

Di Indonesia, pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang 

tersendiri melainkan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan masih 

bersifat sektoral dan parsial. Berdasarkan hasil studi ELSAM bahwa peraturan pelindungan 

data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai macam sektor, mulai dari sektor telekomunikasi, 

keuangan dan perbankan, perpajakan, kependudukan, kearsipan, penegakan hukum, 

keamanan, hingga sektor kesehatan. Ada sedikitnya 32 Undang-Undang yang materinya 

menyinggung mengenai pengaturan data pribadi warga negara, salah satunya adalah pada 

sektor Kominfo terdapat dalam Undang-Undang ITE yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Menteri Kominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi di dalam Sistem Elektronik.

Pemerintah Indonesia memahami pentingnya regulasi mengenai Pelindungan Data Pribadi dan 

terus mendorong untuk terwujudnya peraturan mengenai data pribadi di Indonesia. 

Kementerian Kominfo telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang 

Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) sejak awal Tahun 2014 dengan melibatkan 

Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka pembahasan materi muatan serta telah 

mendapatkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, praktisi dan asosiasi terkait. Secara 

umum isi RUU PDP mengatur tentang jenis data pribadi, hak-hak pemilik data pribadi, 

memperkenalkan istilah Pengendali Data Pribadi, Pemroses Data Pribadi, beserta kewajiban, 

prinsip dan lingkup pekerjaannya dan larangan beserta sanksi.

Tujuan Penyusunan RUU PDP yakni sebagai jembatan pengaturan dari masing-masing sektor 

dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat untuk jaminan perlindungan keamanan 

data pribadinya.
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Realisasi Anggaran 

Capaian Kinerja

1. Penyusunan Naskah RUU PDP

 
92,18% 

 
RUU Pelindungan Data Pribadi mendapatkan 
alokasi sebesar Rp. 1.900.000 dengan 
realisasi (penyerapan) hingga 21 November 
2019 mencapai Rp 1.751.508.590 atau 
sebesar 92,18% dari total anggaran     

Sejak perubahan nomenklatur Ditjen Aptika pada September 2018 hingga Tahun 2019, Subdit 

Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi telah melakukan pembahasan Naskah RUU PDP 

bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) untuk membahas materi muatan. 

 

RUU PDP merupakan inisiatif Pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas di DPR pada 

tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program 

Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional RUU 

Tahun 2015-2019. Setelah melewati pembahasan Panitia Antar Kementerian, pada tanggal 6 

Mei 2019 Kementerian Hukum dan HAM telah selesai melakukan pengharmonisasian, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU PDP baik dari sisi materiil maupun sisi formil 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sesuai Surat Menteri Hukum dan 

HAM No: PPE.PP.02.03-691 tanggal 6 Mei 2019).
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Gambar 54 Pembahasan RUU PDP dengan PAK

Saat ini dokumen RUU PDP telah disampaikan ke Presiden melalui Setneg dan sedang 

dilakukan proses pemintaan paraf dokumen RUU PDP ke kementerian terkait sebelum 

Presiden mengirimkan draft RUU PDP ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas 

bersama. Sampai dengan bulan November 2019, proses penyampaian RUU PDP kepada 

presiden sendiri telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) rapat PAK dengan mengakomodir 

berbagai catatan/masukan dari Kementerian/Lembaga terkait.

Penyusunan regulasi PDP harus simultan dengan peningkatan kesadaran PDP di akar 

rumput. Oleh karena itu, selain melaksanakan fungsi penyusunan regulasi,  Kementerian 

Kominfo c.q. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika juga melaksanakan upaya-upaya 

peningkatan kesadaran atau pemahaman terhadap data pribadi melalui sosialisasi dan 

diskusi publik. Sejak tahun 2012, Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan beberapa 

kali diskusi publik, bimbingan teknis, dan literasi terkait kesadaran dalam menjaga data 

pribadi yang bekerja sama dengan komunitas, akademisi dan asosiasi yang dihadiri oleh 

berbagai masyarakat umum. Ditjen Aptika juga memberikan bimbingan teknis kepada 

pemerintah daerah untuk memastikan pemahaman mendalam terkait pelindungan data 

pribadi sampai hingga ke level daerah. 

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan kerja sama maupun kolaborasi dengan 

berbagai pihak dan lintas stakeholder, baik di pusat maupun daerah, merupakan strategi 

Kementerian Kominfo untuk memperdalam, mempercepat, dan memperluas upaya 

pelindungan data pribadi di Indonesia. Berbagai upaya ini merupakan salah satu bagian 

dari strategi besar Kementerian Kominfo untuk melindungi data pribadi yang saat ini juga 

sedang dituangkan dalam sebuah peta jalan tata kelola pelindungan data pribadi di 

Indonesia (Roadmap PDP).

2. Diseminasi Kesadaran Pelindungan Data Pribadi
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Beberapa kegiatan peningkatan kesadaran pelindungan data pribadi yang dilaksanakan oleh 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika antara lain: 

 
 

Ngabubur-IT: diskusi publik kerja 
sama dengan ICT Watch pada 
bulan Mei 2019 di Tangerang, 
Balikpapan, dan Medan 

 

 

Seminar Kesadaran Melindungi 
Data Pribadi kerja sama dengan 
ELSAM 

 

Lokasi   : Hotel Sari Pacific di 
Jakarta 

Tanggal    : 21 Mei 2019  

 

 

 

Diskusi Publik Perlindungan Data 
Pribadi kerja sama dengan 
ELSAM  

 

Lokasi      : Hotel JW Luwansa
Jakarta 

Tanggal    :

 

3 Juli 2019

 
 

 

 

Seminar Perlindungan Data 
Pribadi kerja sama dengan 
Dewan TIK Nasional  

 

Lokasi   : Hotel Aryaduta, Jakarta 

Tanggal    : 15 Juli 2019  
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Gambar 55 Media Promosi Desiminasi Jaga Data Pribadi

 

 
 

 

 

Lokasi    : Hotel Tentrem 
Yogyakarta  

Tanggal  :  25 September 2019  

Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kesadaran dan Implementasi 
Pelindungan Data Pribadi untuk 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) pada Pemerintah Provinsi 
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur,Daerah 
Istimewa Yogyakarta

 
 
 

Bimbingan Teknis Peningkatan 
Kesadaran dan Implementasi 
Pelindungan Data Pribadi untuk 
Sektor Privat 
 
Lokasi    : Hotel Tentrem 

Yogyakarta  
Tanggal :  26 September 2019  
 

 
 

Literasi Privasi dan Keamanan 
Digital 
 
Lokasi   : Serba Guna 

Kementerian 
Komunikasi dan 
Informatika 

Tanggal :  18 November 2019 
 

Bentuk lain diseminasi juga disebarkan melalui media seminar dengan quote mengenai 

menjaga data pribadi 
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Keberhasilan/ Kendala Program

Dalam pelaksaan program RUU Pelindungan Data Pribadi terdapat keberhasilan dan kendala 

program

1.  Keberhasilan program yakni telah masuknya RUU PDP ke dalam prolegnas prioritas      

     2020-2024 untuk selanjutnya pembahasan RUU PDP di DPR pada tahun 2020

2.  Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan RUU PDP telah dilakukan pemetaan    

     risiko dan strategi antisipasi dan solusi dalam menanggulangi kendala.

No. Risiko Strategi An�sipasi 

R1 Lambatnya proses harmonisasi di 
Kementerian Hukum & Ham 

Mengoordinasikan penyusunan peraturan 
perundang-undangan 
 

R2 Banyaknya tantangan saat Uji Publik Menyiapkan narasumber yang kompeten 
dan menyiapkan naskah akademik yang 
berbobot 

R3 Pemantauan produk hukum yang 
sulit dikoordinasikan 
 

Menyiapkan rapat koordinasi antar 
direktorat terkait pemantauan produk 
hukum 

R4 Resistensi terhadap pembentukan 
Lembaga Pengawas Independen 
secara tersendiri karena 
keterbatasan anggaran  

Menyiapkan analisis mengenai alterna�f 
penyerahan tugas fungsi dan wewenang 
Lembaga Pengawas Independen kepada 
Komisi Informasi   

Risiko Solusi 

Pengurangan  anggaran Adanya prioritas anggaran untuk program 
utama 

Konflik kepen�ngan di antara stakeholder Perlunya forum diskusi antara stakeholder 
terkait 

Regulasi yang tumpang �ndih Perlunya pemetaan regulasi berdasarkan 
amanat peraturan perundang-undangan 

Proses birokrasi yang belum terstruktur Perlunya SOP dan Standar Pelayanan 
Minimal tentang Proses Penyusunan 
Regulasi 

Kurangnya keterlibatan ak�f dari unit kerja 
lain yang terkait dalam penyusunan 
regulasi 

Perubahan fungsi dari unit kerja lain yang 
terkait dalam penyusunan regulasi dan 
penambahan jumlah SDM. 

Waktu yang terbatas Adanya dispensasi waktu terkait dengan 
pembentukan regulasi yang bersifat 
strategis dan kompleks. 
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Gambar 56 Foto kegiatan study best practice bersama BDO

Untuk dapat memberikan masukan terhadap revisi PP 82 tahun 2012 tentang PSTE, dilakukan 

kegiatan berikut:

Untuk memperbaiki ketidaksesuaian pengaturan PM Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 dengan 

kondisi di lapangan, maka dilakukan perbaikan terhadap PM tersebut. Perbaikan di antaranya 

terkait dengan penyelenggaraan tanda tangan elektronik dan kewajiban bagi PSrE untuk 

mendapatkan status pengakuan berinduk. RPM tersebut telah selesai diharmonisasi di Biro 

Hukum pada tanggal 17 September 2019. 

Namun, pada akhirnya RPM tersebut tidak jadi diundangkan karena PP 82 Tahun 2012 yang 

menjadi dasar dari RPM tersebut telah diubah dengan cukup signifikan menjadi PP 71 Tahun 

2019. Subdit PSrE sendiri terlibat dengan menyusun pasal-pasal yang terkait dengan sertifikat 

elektronik, tanda tangan elektronik, dan layanan-layanan lain yang terkait dengan sertifikat 

elektronik, yaitu Pasal 51 hingga Pasal 78 (27 Pasal). Penyusunan pasal-pasal tersebut merujuk 

pada beberapa regulasi internasional, yaitu Electronic Identification, Authentication, and Trust 

Services (eIDAS) dari Uni Eropa, serta UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce dari 

Perserikatan Bangsa Bangsa. Berikut link untuk melihat PP 71 2019 : https://jdih.kominfo.go.id

Pembahasan regulasi internasional, di antaranya adalah eIDAS dan UNCITRAL untuk diadopsi 

ke  regu las i  I ndones ia  un tuk  mengakomod i r  rev i s i  pada  pasa l -pasa l  t e rka i t  

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.

Pembahasan Best Practice tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)

Study best practice LSK dilakukan dengan studi banding dengan negara Malaysia dan Singapura  

yang sudah lebih dahulu mengimplementasikan LSK. Pertemuan ini mengundang konsultan 

BDO Malaysia dan BDO Indonesia yang menjelaskan detail tentang sertifikasi keandalan yang 

di dunia internasional dikenali dengan logo Trust Mark.

a.

b.

Revisi PP 82 tahun 2012 tentang PSTE

Revisi PM Kominfo 11 Tahun 2018 dan PP No 82 2012 PSTE

3.15. Persentase (%) Penyelesaian Regulasi/Kebijakan untuk  
       Mendukung Pengembangan Ekonomi Digital terkait Revisi PP  
 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) memiliki banyak capaian diantaranya 

terpenuhinya target 300.000 Petani dan Nelayan Go Online dengan jumlah 151.324 Petani 

(100.88%) dan 151.018 Nelayan Go Online (100.68%.) Selain itu, dari sisi peningkatan 

ekonomi digital di masyarakat, Ditjen Aptika juga telah meng-online-kan 39.233 UMKM di 20 

Kabupaten/Kota dan 120 Pasar Rakyat dalam rangka meningkatkan awareness pentingnya 

pemanfaatan TIK bagi UMKM. Prestasi Aptika yang tak kalah penting adalah kesuksesan 

mencapai 456 tim technopreneur  kerjasama dengan mitra dalam rangka mendorong aktivasi 

e-commerce di Indonesia. Aptika juga berhasil melakukan literasi digital bagi masyarakat 

dengan total 36.235 peserta, dan menerbitkan 10 buku serta 3 video dengan berkolaborasi 

dengan 106 mitra strategis. Dari sisi Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, tahun 2019 Aptika 

telah mencapai 3 (tiga) PSrE yang telah lulus audit dan mendapatkan status pengakuan  

tersertifikasi di antaranya PT Privy Identitas Digital, Perusahaan Umum Percetakan Uang 

Republik Indonesia dan PT Indonesia Digital Identity. Aptika juga memberikan pengakuan 

terdaftar kepada 3 PSrE seperti BSSN, PT Solusi Net Internusa dan BPPT. Aptika juga telah 

mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik.

Dari sisi layanan aplikasi pemerintahan, Aptika telah menyelesaikan pemanfaatan dan 

penggunaan aplikasi perijinan SiCantik Cloud oleh Pemerintah Daerah sejumlah 109 Pemda. 

Selain itu, Aptika pun telah merampungkan evaluasi implementasi smart city tahap 1 dan 2 

bagi 75 kota / kabupaten yg terpilih pada periode 2017-2018 serta pelaksanaan  assessment 

pada 112 kota/kabupaten dalam rangka pemilihan 25 kota/kab pada periode 2019. Aptika 

pun telah menangani 201.315 laporan konten negati f  yang terdir i  dari  pornografi, 

per jud ian,  teror isme,  SARA, hoaks,  dan la in- la in .  Moni tor ing & eva luas i  s is tem 

pemblokiran konten negatif telah dilakukan di 14 Provinsi di Indonesia.

Sedangkan terkait program 2020, prioritas pertama berada pada sisi fasilitasi dan kolaborasi 

penambahan startup digital yang aktif dengan bekerjasama dengan pengembang startup di 

Indonesia untuk mewujudkan Gerakan Nasional 1000 startup digital. Kedua, sesuai dengan 

amanat Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, penyediaan government cloud atau Data 

Center Nasional sebagai Implementasi Satu Data Nasional dan sistem penghubung layanan 

pemerintahan. Ketiga, melakukan peningkatan adopsi teknologi di sektor strategis 

diantaranya sektor pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, kesehatan, perdagangan, 

dan pendidikan. Terakhir, Ditjen Aptika akan melakukan lanjutan pembahasan RUU PDP 

dengan DPR yang ditargetkan dapat disahkan di tahun 2020 dan di lingkungan internal, Ditjen 

Aptika akan mengadakan pengembangan SDM melalui Pelatihan Data Privacy Officer (DPO) 

dan Kesadaran Pelindungan Data.
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4.2. Saran

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) di dalam kerangka pencapaian tujuan Ditjen Aptika, harus 

disesuaikan dengan Renstra, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam 

menuntun setiap langkah Ditjen Aptika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dapat 

dijabarkan lebih jelas yang bersifat lebih mengikat. Indikator-indikator kinerja yang akan 

digunakan juga akan disempurnakan agar dapat mencapai outcome yang diharapkan. 

Penentuan target kinerja atau indikator kinerja utama (IKU) seharusnya ditentukan berdasarkan 

sumber data dan analisa yang logis (reasonable). Penyusunan program harus disertai dengan 

tahapan-tahapan yang jelas dan disertai dengan manajemen risiko (risk management) 

sehingga mempermudah dalam pemantauan dan monitoring.

Lakip tahun 2019 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi 

sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja instansi 

selanjutnya. 
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